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Kata Pengantar

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah ST, karena atas rahmat dan
karunia-Nya lLaporan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah bisa
diselesaikan. Analisis ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas (Pemkab Musi Rawas ) dengan Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur | Lembaga Administrasi Negara (PKP2A | LAN).

PKP2A | LAN telah lama menjalin kerja sama dengan Pemkab Musi Rawas
sebagai wujud pembinaan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan
praktek Good Govemance. Sebagai timbal baliknya, Pemkab Musi Rawas telah
menunjukkan perbaikan yang sangat menggembirakan dalam pengelolaan

kebijakan publiknya.

Sebagal aplikasi dari Peraturan Menteri Dalam MNegeri No. 12 Tahun 2008
Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departernen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah, maka analisis Beban Kerja untuk Organisasi Perangkat
Daerah di Kabupaten Musi Rawas ini juga merupakan awal yang baik dalam
penataan kelembagaan, termasuk Sumber Daya Aparatur yang bekerja di
dalamnya, sehingga tugas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik
yang prima bisa diwujudkan. Kami berharap daerah-daerah yang lain pun segera
mengikuti jejak Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan Analisis Beban Kerja di
tubuh lembaganya.

Sekian dari kami. Semoga hasil analisis ini bisa digunakan semaksimal
mungkin untuk kebaikan bersama. Kami sangat terbuka terhadap segala bentuk

masukan, terutama yang berkaitan dengan hasil kerja sama ini. Terima kasih.

Hormat kami,

Tim Penyusun
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BAB \|9.3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan birokrasi yang rightsizing dalam suatu organisasi
pemerintahan yang efektif, efisien, rasional dan proporsional merupakan tuntutan,
dambaan dan fanfangan bagi Daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 [yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004] tentang
Pernerintahan Daerah. Dengan keleluasaan kewenangan yang diberikan Megara
kepada Daerah, masyarakat sebagai stakeholder, menuntut dan mendambakan
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang terejawantahkan
melalui pelayanan yang berkualitas. Disisi lain, bagi Pemerintah Daerah [sebagai
executor/execulive agency Pemerintahan Pusat], menyiratkan tantangan yang
tidak ringan [baca: berat] dalam memenuhi keinginan masyarakatnya yang juga
menjadi tuntutan/amanat Negara.

Tantangan berat tersebut sangat dirasakan mengingat kondisi birokrasi
pemerintahan yang secara umum masih banyak dikeluhkan oleh publik. seperti
struktur organisasi vang besar [baca:gemuk], proses kerja yang belum
terstandarisasi dan relatif rendahnya kapasitas aparatur. Fenomena umum tersebut,
telah diupayakan solusinya oleh Pemerintah melalui instrumen kebijakan yang
mengatur fondasi [baca: penataan] organisasi pemerintah daerah. Kebijakan
dimaksud, terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan pengaturan pokok
atas aparatur [baca: Pegawai MNegeri] merujuk pada Peraturan Pemerintah' yang
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

e ——————————————————————————
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Upaya Pemerintah melalui instrumen kebijakan tersebut tidak dapat
lercapai tanpa komitmen yang tinggl [goodwill] dan “tindakan nya"/konsistensi
[action will] dari Pemerintahan Daerah sebagai aktor utama dan pemegang
mandat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kurangnya dukungan
[komitmen dan tindakan nyata] Daerah dapat dilihat dari indikasi masih [banyak]
terjadi fenomena penataan struktur organisasi cenderung berdasarkan “keinginan”
daripada kebutuhan riil, atau tidak bersandarkan pada aturan normatif
[kebijakan]? atau kajian akademik.

Penataan struktur organisasi tidak hanya masalah membuat kotak-kotak
jabatan tetapi mengandung aspek-aspek lain®. Kurangnya perhatian terhadap
aspek-aspek tersebut berakibat munculnya berbagai persoalan yang menjadi
masalah pemerintah daerah, seperti belum seimbangnya antara kebutuhan
pegawai dengan jumlah pegawai yang ada, uraian pekerjaan (job description)
yang kurang jelas, komposisi antara keahlian atau keterampilan pegawai yang
tidak proporsional serta tidak meratanya beban kerja yang dipikul oleh setiap
orang atau setiap unit organisasi menjadi penyebab lain kurang profesionalnya
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Berkaitan dengan beban kerja
organisasi, ada organisasi yang kekurangan dan kelebihan pegawai. Organisasi
yang kekurangan pegawai mengakibatkan terbengkalainya berbagai tugas dan
beban kerja perorangan pun relative berat. Sebaliknya organisasi yang kelebihan
pegawal (dengan beban kerja yang relative sama) dapat menimbulkan
kecemburuan akibat beban kerja tidak merata. Pegawal yang rajin akan diberi
tugas yang lebih banyak daripada pegawai yang kurang rajin.

Pelaksanaan analisis beban kerja pada organisasi perangkat daerah
memiliki peran penting untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
rightsizing yang sekaligus enabler bagi kinerja pemerintah daerah. Hal itu
mendasari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas vyang secara bertahap dan
berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan analisis beban kerja. Sebagai program

Y PP No. 11, 12, 13 Tahun 2001, PP No. 9 dan No. 54 Tahun 2003

* dalam penataan struktur organisasi pemerintah daerah, telah diberikan “rambu-rambu” dalam
penjelasan PP No. 41/2007, pasal 33.

? Menurut Keban (2008:125) ada 3 aspek dalam dimensi struktur organisasi, yaitu 1) pembagian
unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja, baik secara vertikal maupun
horizontal; 2) kemampuan atau kempetensi pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut; dan 3)
keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas dengan kemampuan dalam
mengerjakan tugas tersebut,

—_—————
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lanjutan, pada tahun 2009 ini Kabupaten Musi Rawas kembali akan melakukan

analisis beban kerja di SKPD yang belum melaksanakan analisis beban kerjanya.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja adalah untuk mengukur dan
menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang
profesional, transparan, proporsional dan rasional.

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan informasi
beban kerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas. Adapun secara spesifik tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

untuk:

il

Menganalisis beban kerja unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas

b

Mengetahui komposisi pegawai yang dibutuhkan unit organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

3. Mengetahui tingkat efisiensi unit organisasi di jajaran Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas

:

Mengetahui prestasi kerja unit organisasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi

b

Rawas

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa bahan
pertimbangan bagi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam penataan
organisasi, mutasi, dan promosi pegawai, evaluasi pelaksanaan tugas, penilaian

prestasi kerja, dan pelaksanaan pengawasan melekat.

C. Ruang Lingkup
e T e B T e T e e oy S TS T
Ruang Lingkup Lokus Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, yaitu:
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah,
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

——— e e
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3. Kantor Ketahanan Pangan dan

4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

D. Kerangka Pikir

Analisis beban kerja dari masing-masing unit kerja dimaksudkan untuk
mengetahui bahwa setiap pemegang jabatan mempunyai produk kerja. Dengan
menggunakan informasi uraian tugas jabatan paling tidak dapat dilakukan
perhitungan beban kerja, yaitu dengan cara menentukan indikator satuan hasil,
waktu penyelesaian, standar waktu kerja, jumlah beban kerja, dan pegawai yang
dibutuhkan.

Informasi  uraian tugas jabatan dituangkan ke dalam bentuk
formulir/matriks untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan dan perhitungan
ratio kekuatan pegawai dengan beban kerja. Dari hasil pengolahan dan
perhitungan akan dapat diperoleh juga mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas

serta prestasi kerja unit,

KERANGHKA KAJIAN ANALISLS BEBAN KER]JA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TEDRISASI
ANALIS[S
BEIAM KER[A

Gambar 1.1
Kerangka Kajian Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
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Hasil  analisis  beban kerja selanjutnya dapat digunakan untuk
pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur
dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan
kinerja organisasi tentunya memerlukan strategi yang secara komprehensif dan

terpadu agar kinerja yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
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KONSEPSI ORGANISASI DAN
ANALISIS BEBAN KERJA INSTANSI
PEMERINTAH

i
S

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan
di era yang sarat dengan persaingan dan diantara keterbatasan sumber daya.
Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur agar mampu
berperan aktif dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Namun, pencapaian
tujuan organisasi seringkali menjadi tidak efektif dan efisien karena komposisi
pegawai yang belum proporsional dan belum berdasarkan pada beban kerja
organisasi. Hal tersebut semakin dipertanyakan ketika melihat bahwa pada
kenyataannya kinerja aparatur masih jauh dari harapan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode yang
dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi
pemerintah [publik] yang mengacu pada kebutuhan nyata organisasi serta dapat
meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparaturnya. Berikut tinjauan

berbagai konsep yang terkait.

A. KONSEPSI ORGANISASI

Dari berbagai pendapat para ahli, Organisasi dapat diartikan sebagai
kerjasama 2 orang atau lebih yang terfkat dalam suatu tata aturan untuk mencapail
suatu lufuan tertentu. Sebagaimana pendapat Barnard (Winardi, 2006:27)
dinyatakan sebagai “... An organization is a system of conscivosly coordinated
activities or forces of two or more person”. Adapun ciri-ciri umum yang pokok
dalam suatu organisasi, yaitu:

* Manusia, yang terdiri dari 2 orang atau lebih [sekelompok orang];
* Tujuan tertentu;

» Tata aturan, seperti: pengaturan tugas-tugas, hubungan kerja, mekanisme kerja:

-—— e
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Organisasi dapat dilihat dari prespektif wadah atau proses. Sebagai
wadah, maksudnya tempat dimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan, sedangkan
organisasi sebagai proses maksudnya rangkaian hierarki antara orang-orang dalam
suatu ikatan formal (Siagian, 1996:8). Agar setiap organisasi dapat berproses
dengan baik, maka terdapat hal-hal pokok [prinsip dasar] yang harus diperhatikan.
Prinsip-prinsip organisasi publik [pemerintah], menurt LAN, (2003:96), vaitu:

a. Prinsip Kejelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Organisasi dibentuk untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu dalam setiap organisasi, visi, misi, tujuan dan
sasarannya harus dirumuskan secara jelas. Untuk organisasi pemerintahan, pada
umumnya nomenklatur organisasi yang ada dapat menggambarkan bidang yang

merupakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Prinsip Pembagian Tugas

Dalam prinsip ini semua tugas dibagi ke dalam tugas-tugas organisasi dan atau
satuan organisasi-organisasi dibawahnya sehingga tidak ada tugas yang tidak
ditangani oleh satu lembaga yang ada. Susunan organisasi perangkat daerah yang
ditentukan menggambarkan bahwa masing-masing jenis perangkat daerah
memfasilitasi dilaksanakannya fungsi-fungsi dalam organisasi, yaitu strategic apex,

operating core, technostructure dan support staff.

¢. Prinsip Fungsionalisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tertentu, harus ada satu unit yang
secara fungsional paling bertanggung jawab. Misalkan pada bidang pendidikan,
unit yang paling bertanggungjawab adalah unit yang melaksanakan pelayanan
pendidikan, unit inilah yang menentukan kualitas atau hasil dari pelayanan

pendidikan.

d. Prinsip Koordinasi

Prinsip ini menekankan keharusan adanya hubungan antar lembaga yang ada dan
kaitan satu sama lain sehingga terdapat keserasian kegiatan, kesatuan arah dan
tindakan dalam mencapai tujuan akhir secara keseluruhan.

e. Prinsip Keberlangsungan Tugas

e
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Dalam pengorganisasian perlu adanya kepastian bahwa tugas-tugas terus
berlangsung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan tanpa
tergantung pada diri pejabat/ pegawai tertentu. Prinsip ini didukung dengan
penetapan Perda yang dijadikan rujukan utama dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, misalnya dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan sudah
tidak lagi menunggu perintah Kepala daerah, karena sudah ada rujukan yang
memberikan kewenangan kepada dinas pendidikan untuk menyelenggarakan

urusan tersebut.

f.  Prinsip Proporsionalitas

Dalam menyusun organisasi, harus disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan,
kemampuan dan sumber daya yang ada, dengan tujuan agar organisasi dapat
mengembang dan menyempit sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan,
tugas dan beban kerja.

€. Prinsip Keluwesan
Pendesainan tugas pada suatu organisasi harus selalu mengikuti dan menyesuaikan

diri dengan perkembangan lingkungan, tugas dan beban kerjanya.

h.  Prinsip Pendelegasian Wewenang

Prinsip ini menekankan pada tugas-tugas apa yang perlu dilimpahkan kepada
satuan organisasi di bawahnya dan tugas apa yang masih perlu dilaksanakan
tingkat atas. Pendelegasian wewenang ini terdapat pada pelimpahan wewenang
dari pusat ke daerah, dengan asumsi bahwa wewenang yang dilimpahkan tersebut
dapat dilaksanakan oleh daerah secara lebih baik dari pada dilaksanakan secara
terpusat.

i. Prinsip Rentang Kendali

Prinsip ini menekankan pada penentuan jumlah satuan organisasi dan orang yang
dibawahi oleh seorang pimpinan yang diperhitungkan secara rasional mengingat
terbatasnya kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap

bawahannya.
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j.  Prinsip Lini dan Staf
Prinsip ini menekankan pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas
pokok organisasi dan unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang

terhadap tugas pokok dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan,

k. Prinsip Kejelasan dalam Pembaganan

Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi dibuat bagan yang
menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan, susunan jabatan, pembagian
tugas dan fungsi serta hubungan kerja antara satuan organisasi. Pembuatan bagan
ini memang tidak secara lugas diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi
telah lazim dilaksanakan, dengan adanya temuan bahwa pada setiap Perda
tentang SOTK perangkat daerah,selalu dilengkapi dengan bagan.

l.  Prinsip Pemberdayaan
Prinsip ini menekankan bahwa organisasi harus dapat memberdayakan seluruh

anggota organisasi serta masyarakat dan atau seluruh pihak yang terkait,

m. Prinsip Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat /Dunia Usaha

Dengan asumsi masyarakat/dunia usaha sudah mampu memberikan pelayanan
dalam bidang tertentu. Namun masih diperlukan peran pemerintah dalam
pengaturan dan pembinaan, dikembangkan kemitraan baik dari sisi manajerial

ataupun pelaksanaan,sehingga dapat saling memberdayakan.

n. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini menekankan bahwa seluruh organisasi pemerintahan yang dibentuk,

harus memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di bidangnya.

0. Prinsip Legalitas
Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembentukan organisasi pemerintahan harus
didasari oleh ketentuan hukum, sehingga eksistensinya terjamin berdasarkan

hukum.

LSS ———————— |
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Perspektif organisasi sebagai proses inilah yang menjadi tantangan bagi

setiap organisasi. Bahwa organisasi harus dirancang/ditata sedemikian rupa agar

tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam merancang [struktur] organisasi, menurut

Henry Mintzberg (1993:12-17), terdapat 5 elemen utama, yaitu : (1) Stratagic
Apex: (2) Middle Line; (3) Technostructure; (4) Supporting Staff; dan (35)
Operating Core. Adapun yang dimaksud dari ke-5 element tersebut, dan contoh

penerapannya di lingkup Pemerintah Daerah [Organisasi Perangkat Daerah/OPD]

adalah sebagai berikut:

1.

Strategic Apex berfungsi menetapkan kebijakan dan menjamin keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karenanya unit ini
dijabat oleh Administrator/manajer tingkat puncak, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Camat atau Lurah. Adapun untuk lingkup
makro [ Daerah] strategic apesnya adalah Gubernur, Bupati dan/ Walikota;

. The Middle Line memiliki fungsi membantu mengoperasionalisasikan kebijakan-

kebijakan Administrator/top manajemen untuk disampaikan pada unit
operating core (unit pelaksana). Dalam OPD, The Middle Line berada pada unit
Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris. Untuk di Daerah, diselenggarakan oleh
Sekretariat Daerah dan posisi ini dijabat Sekretaris Daerah;

 Technostructure adalah merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau

kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi
sesuai dengan bidangnya. Dalam konteks makro di daerah, fechnostructure

adalah lembaga teknis daerah;

. The Supporting Staff fungsinya bersifat memberikan dukungan sumber daya

kepada unit-unit organisasi lainnya demi keberhasilan pencapaian tugas pokok
dan fungsi organisasi. Fungsi ini diemban oleh unit kerja-unit kerja di

Sekretariat; dan

. The Operating Core yang berfungsi menyelenggarakan secara langsung tugas

pokok dan fungsi organisasi, “the operating core of the organization
encompasses those numbers - the operations — who perform the basic work

related directly fo the product and services”. Fungsi ini secara khusus

gﬁ
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diselenggarakan oleh unit organisasi dengan nomenklatur Bidang-bidang di

OPD yang bersangkuan atau Dinas-dinas di suatu daerah.

Organisasi Perangkat Daerah [OPD], sebagaimana diatur melalui PP 41
tahun 2007, dapat dipetakan sebagaimana konsep Mintzberg. Adapun struktur
organisasi pemerintah pada umumnya, termasuk OPD berbentuk Organisasi Lini
dan Staff [Line dan Staff Organization]. bentuk ini juga mencerminkan, pembagian
pegawai menjadi dua kelompok kerja, yaitu: pegawai yang melaksanakan tugas-
tugas pokok organisasi yang disebut orang-orang lini [line personnel] dan pegawai
yang memberikan bantuan berupa nasihat dan saran-saran maupun dalam bidang

pelayanan yang disebut orang-orang staf [sfaff personnel].

B. KONSEPSI ANALISIS BEBAN KERJA

-

Beban kerja dapat dimaknai sebagai volume dan jenis pekerjaan yang
harus dilaksanakan oleh seseorang, tim kerja, atau suatu organisasi. Oleh
karenanya beban kerja ini bisa berupa beban yang harus ditanggung oleh secrang
pegawai, tim kerja, organisasi ataupun bisa juga berupa beban yang harus
ditanggung oleh suatu mesin. Disamping itu, bentuk beban kerja lainnya dapat
berupa beban waktu, yaitu tuntutan berapa lama suatu pekerjaan harus
diselesaikan.

Jenis beban kerja dapat berupa beban fisik atau non fisik (psikologis).
Beban fisik berkaitan dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik
pemangku pekerjaan seperti berat barang yang harus diangkut, sedangkan beban
non fisik berkaitan dengan sifat pekerjaan yang membebani perasaan dan fikiran
(psikologis) pemangku pekerjaan yang dapat mengakibatkan stres. Hal ini seperti
dikemukakan oleh Hart dan Staveland (1988) yang menyatakan beban kerja
sebagai the perceived relationship between the amount of mental processing
capability or resources and the amount required by the task (dalam
hitp/Ven, wikipedia.org/wiki/Workload). Pendapat lain mengenai beban kerja
dinyatakan oleh Ardiyanto (1988:9). bahwa: "Beban kerja merupakan satuan
kerja yang harus dihasilkan dalam suatu waktu tertentu, dan volume kerja adalah

bobot pekerjaan yang dinyatakan dalam satuan orang /waktu."

e e eeee—
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Berkaitan dengan pengertian beban kerja tersebut, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep.Men.Pan No. KEP/75/M.PAN/7/2004),
mendefinsikan beban kerja sebagai "sejumlah target pekerjaan atau target hasil
yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu”, Batasan lain yang hampir
senada, dinyatakan Departemen Dalam Negeri yang mendefinisikan beban kerja
sebagai "besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi
dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu”. Selanjutnya
disebutkan volume kerja merujuk pada makna “sekumpulan tugas/pekerjaan yang
harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun”, sedangkan norma waktu adalah "waktu
yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal
oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.” (Permendagri
No. 12 Tahun 2008). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan beban kerja
adalah sejumlah tugas/pekerjaan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh
seseorang atau organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan definisi beban kerja di atas, maka untuk melakukan analisis
beban kerja harus diketahui dengan jelas, jenis pendidikan dan pelatihan apa saja
yang diperlukan, tingkat teknologi apa yang digunakan, berapa lama pengalaman
yang dibutuhkan, dengan tujuan agar seseorang mahir melakukan pekerjaan
tersebut. Disamping itu, perlu diketahul berapa lama jam kerja normal yang
dibutuhkan, dan prosedur kerja yang seperti apa yang digunakan sehingga beban
kerja tersebut dapat diselesaikan. Dengan kata lain, analisis beban kerja melakukan
pertimbangan terhadap teknelogi yang diperlukan, jenis dan tingkat pendidikan
yang sesuai dengan pekerjaan, jumlah jam kerja yang memadai. dan prosedur
kerja yang efisien .

Analisis beban kerja selain bermanfaat untuk mengusahakan pemerataan
pembagian kerja yang seimbang, juga diperlukan sebagali bahan perencanaan
tenaga kerja atau sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bisa
berskala makro dan bisa juga berskala mikro,

Perencanaan kerja makro adalah perencanaan yang mempunyai ruang
lingkup nasional, regional dan daerah dengan pendekatan kebijakan yang bersifat
sektoral, dan global/menyeluruh. Sedangkan perencanaan kerja mikro adalah
perencanaan tenaga kerja yang memiliki ruang lingkup kecil dalam kesatuan unit
organisasi tertentu. MNamur perlu diingat bahwa perencanaan mikro dapat

dilakukan dalam suatu wilayah perencanaan makro seperti perencanaan yang

e
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bersifat instansional, pada perusahaan atau departemen pemerintah dengan
menggunakan pendekatan yang bersifat spesifik seperti analisis jabatan struktural
atau fungsional, dan juga bersifat rinci dan operasional,

Untuk mengetahui jenis-jenis beban kerja perlu diketahui terlebih dahuluy
jenis — jenis pekerjaannya melalui analisis pekerjaan atau analisis jabatan.
Sebagaimana diketahui, jenis jabatan ada yang bersifat manajerial, profesional,
teknis, berketerampilan penuh (skilled) dan ada pula bersifat semi-skilled,
kemudian dilakukan pengukuran kerja.

Pengukuran beban kerja adalah bagian teknik manajemen dalam upaya
mendapatkan sejumlah informasi jabatan dengan prosedur penelitian dan
pengkajian. Cara sederhana atau cara paling mudah untuk melakukan pengukuran
beban kerja yaitu dengan menentukan beban waktu, biaya, bahan, dan kapasitas
mesin. Pengukuran beban kerja pada dasarnya digunakan untuk menentukan
standar kerja. Adapun cara menghitung beban kerja ada 2 macam yaitu, pertama
menghitung beban kerja yang konkrit dimana pengukuran beban kerja berupa
Norma Waktu atau Morma Hasil dari setiap rincian uraian tugas. Kedua,
menghitung beban kerja dengan menggunakan beban kerja abstrak yaitu target
beban kerja yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan masing-masing rincian
kerja, dan menggunakan jumlah orang dalam setiap waktu (man/day).

Analisis Beban Kerja dalam konteks Pemerintahan adalah suatu proses
penentuan jumlah jam kerja (man hours) yang dipergunakan atau yang diperlukan
oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam waktu
tertentu. Jumlah jam kerja setiap pegawai akan menunjukkan jumlah pegawai
yang dibutuhkan. Dengan demikian dalam Analisis Beban Kerja akan menyangkut
substansi, formulasi, dan relasi konsep uraian tugas; penetapan norma waktu;
konsep analisis tingkat efisiensi dan efektivitas; dan konsep standar beban kerja
dan prestasi kerja pejabat/unit kerja yang mengacu pada:

a. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan:
b. Penetapkan jumlah jam kerja per hari;
. Adanya satuan hasil;

C
d. Waktu penyelesaian dari tugas-tugas/produk;

m

. Adanya standar waktu kerja;

=

Adanya beban kerja yang akan diukur;
- Perhitungan jumlah pegawai yang dibutuhkan;

oo
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h. Efisiensi dan efektivitas kerja: dan

i. Prestasi kerja.

C. KONSEP ANALISIS URAIAN TUGAS

Tugas adalah “kumpulan dari keseluruhan pekerjaan, kewajiban, dan
tanggung jawab vyang harus dilaksanakan oleh seseorang.” (Komaruddin,
1993:106). Dalam tugas terkandung /fists of the general tasks, or functions, and
responsibilities of a position. Typically, they also include to whom the position
reports, specifications such as the qualifications needed by the person in the job,
salary range for the position, etc. (daftar umum dari suatu tugas, atau fungsi dan
tanggung jawab dari suatu jabatan (posisi) dan biasanya juga menggambarkan
kepada siapa mereka melapor, kualifikasi yang dibutuhkan bagi pemegang
jabatan, batasan gaji untuk jabatan tersebut, dan lain sebagainya). Adapun uraian
tugas merupakan hasil dari kegiatan analisis tugas (pekerjaan).

Analisis tugas adalah aktivitas menganalisis dan mendesain pekerjaan,
seperti apa saja yang harus dikerjakan (informasi tertulis tentang apa saja
yang harus dikerjakan), bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan
itu harus dilakukan. Sebagaimana dinyatakan McNamara, (2000, op.cit), bahwa
uraian tugas:

“ ..usually developed by conducting a job analysis, which includes
examining the tasks and sequences of tasks necessary to perform the job. The
analysis looks at the areas of knowledge and skills needed by the job. Note that a
role is the set of responsibilities or expected results associated with a job. A job
usually fncludes several roles. "

QOleh karenanya, uraian tugas harus ditetapkan secara jelas untuk setiap
jabatan supaya pemangku jabatan [pengemban pekerjaan] mengetahui tugas dan
tanggung jawab yang harus dilakukannya. Uraian pekerjaan akan memberikan
informasi yang jelas mengenai standar tugas yang harus dicapai oleh secrang

pemangku jabatan tersebut.

; (MecNamara, 2000 dalam bitp:/www.monagementheip.org/staffing/specify/ob niyr/ob niyz htm)

e ————————————————————————
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Berkaitan dengan penjelasan di atas, dalam konteks pemerintahan, uraian
tugas pemangku jabatan merupakan penjabaran dari tugas pokok institusi
[organisasi]  yang untuk  melaksanakan  tugas-fugas tersebut  harus
menyelenggarakan sejumlah  fungsi-fungsi [organisasi]. Selanjutnya untuk
melaksanakan fungsi-fungsi dibutuhkan pemangku jabatan
[administrator/manajemen puncak] yang berperan dan bertanggung jawab dalam
pencapaian tugas pokok institusi secara keseluruhan. Sebagaimana suatu organisasi
dalam perspektif proses, maka secara berkesinambungan dan sinergi fungsi-fungsi
dijabarkan kembali menjadi sejumlah tugas-tugas yang harus melaksanakan
sejumlah  fungs-fungsi yang membutuhkan pemangku jabatan. Rangkaian

hubungan dan proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tugas Fungsi
Institusi Institusi

Gambar 2.1
Hubungan Tugas, Fungsi, Jabatan dan Uraian Tugas

e ———
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Dari gambar 2.1., terlihat keterkaitan antara tugas, fungsi dan jabatan
yang pada akhirnya untuk setiap posisi [Jabatan?] mempunyai sejumlah uraian
tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Tugas-tugas yang dilaksanakan para pemangku jabatan tersebut terdiri
dari:
 Tugas Pokok, yaitu tugas yang merupakan jabaran langsung dari fungsi & tugas
organisasi ke dalam suatu jabatan;

* Tugas Tambahan, yaitu tugas yang berada di luar tugas pokok yang kadang-
kadang dilakukan dan masih dalam lingkup tanggung jawabnya.

* Tugas Lain-Lain, yaitu tugas tugas yang kadang-kadang dilakukan, yang pada
dasarnya bukan jabaran fungsi dan tugas organisasi tetapi sering dilakukan.

» Tugas Berkala, yaitu tugas yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu secara
berkala tetapi tidak rutin? dilakukan setiap hari.

Agar uraian tugas dapat menjadi “pedoman” bagi pemangku jabatan
dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka hendaknya dalam merumuskan tugas
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dalam merumuskan uraian tugas, yaitu:
» Singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh semua pegawai;
* Seragam dan konsisten dalam penggunaan suatu istilah;
* Menghindari penggunaan istilah asing yang sulit dipahami atau yang bisa
menimbulkan multi interpretasi.
2. Formula Urnum Perumusan Uraian Tugas
» What Apa yang saudara kerjakan. Misalnya: Menyusun rencana
operasional;
* How. Bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya: Dengan mengacu pada
Rencana Stratejik Dinas ....
* Why: Mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya: Sebagai pedoman
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang/Seksi ....

* kedudukan yang menetapkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang melekat
Pada seorang pekerja dalam sebuah organisasi.

menurut Price & Mueller, (1986: 209), routinization is the degree to which a job repetitive.
Tugas ini selalu dilakukan dan berulang-ulang, harian, mingguan, bulanan atau tahunan,

E=s R
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Dengan demikian rumusan uraian tugasnya adalah “Menyusun rencana
operasional dengan mengacu pada Rencana Stratejik Dinas..... sebagai pedoman
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang/Seksi....".

3. Kaidah Redaksional Uraian Tugas:

« Untuk jabatan struktural, dimulai dengan kata-kata; memimpin,
mengkoordinir, mengelola, kegiatan ......... (tuliskan ruang lingkup tugas
jabatan), agar / sehingga / untuk ......... (tuliskan tujuan atau keluaran akhir
jabatan).

« Untuk jabatan fungsional yang bersifat independen (tertentu) dimulai
dengan kata-kata melakukan, melaksanakan, ......

+ Untuk jabatan staf dan sejenisnya, dimulai dengan salah satu dari kata-kata
berikut ini: membantu (tulis jabatan atasannya) dalam (melaksanakan,
memperoleh / memproses, mengendalikan, mengawasi, menyusun,
melaksanakan) kegiatan ......... (tuliskan ruang lingkup tugas jabatan) agar /
sehingga / untuk ........ (tuliskan tujuan atau keluaran akhir jabatan).

4. Kriteria Perumusan Rincian/Uraian Tugas

+ Jumlah tugas yang wajar. Yang dimaksud jumlah tugas adalah jumlah
macam tugas bukan volume pekerjaan.

« Memiliki kaitan proses yang jelas atau dalam satu rangkaian proses.
Sekelompok tugas yang memiliki kaitan proses yang jelas atau dalam suatu
rangkaian proses akan mudah dipahami sehingga pemegang jabatan akan
melakukannya dengan baik.

» Menyerap waktu kerja penuh. Sekelompok tugas walaupun telah memenuhi
syarat formal, tapi bila volume pekerjaannya tidak terpenuhi maka jabatan
tersebut belum dapat dikatakan sebagai jabatan yang baik. Untuk mengatasi
hal ini perlu ditambah tugas lain guna memenuhi volume kerjanya yang
mermenuhi syarat formal.

« Dilaksanakan untuk memperoleh hasil tertentu. Sekelompok tugas harus
menyiratkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan tugas tsb.

» Rumusan uraian tugas harus mampu menjelaskan untuk apa atau dengan
tujuan apa jabatan/pekerjaan tersebut diadakan.

» Rumusan uraian tugas harus mampu menggambarkan peranan jabatan
dalam memastikan terselenggaranya fungsi atau peranan jabatan sendiri atau

atasan langsungnya.

e —— e —————
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* Rumusan wuraian tugas semestinya didasarkan pada tuntutan dan
tanggungjawab riil dari sebuah jabatan.

* Rumusan uraian tugas hendaknya rasional dan proporsional, artinya bukan
hal yang muluk-muluk atau mengada-ada (cenderung dipaksakan), tetapi
dapat dilaksanakan oleh tingkat jabatan tertentu dengan sumber daya yang
dimiliki.

* Rumusan TUPOKS! harus memiliki korelasi langsung dengan, atau
merupakan penjabaran logis dari visi dan misi unit organisasi yang lebih
tinggi.

» Sefiap jenjang jabatan/ eselonering, seharusnya memiliki kata kunci
(keywords) spesifik, yang mencerminkan fungsi dan tingkatan manajerial
jabatan/ eselon ybs. Contoh kata kunci Urtug untuk setiap jenjang eselon:

o Eselon ll: mengkoordinasikan, merencanakan, memimpin, menetapkan
kebijakan, membina, mengendalikan, dsb.
o Eselon lll: merumuskan bahan, menyusun saran kebijakan, memantau
kegiatan, dsb.
o Eselon IV:melaksanakan, melaporkan, mempersiapkan,
mengumpulkan bahan / data, dsb.
5. Kriterla Spesifik Uraian Tugas

» Untuk nomenklatur jabatan yang sama dan karakteristik tugas yang sama,
perumusan uraian tugas harus sama.

* Rumusan uraian tugas harus konsisten / sinkron dengan nomenklatur
jabatan.

» Perumusan uraian tugas harus konsisten / sinkron dengan jenis / karakter
organisasi.

» Fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pejabat pada tingkat tinggi
(top managerial) harus dilaksanakan oleh jabatan manajerial yang setingkat.

e R e e s  —_-_-
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D. KONSEPSI ANALISIS PENETAPAN NORMA
WAKTU

w— — — o

Standar waktu merupakan pembagian pekerjaan manual menjadi
elemen dasar yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas.
Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari
pekerjaan. Metode yang banyak digunakan untuk pengukuran waktu adalah
Methods Time Measurerment (MTM).

Standar waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dikemukakan
Frank Gilbreth, mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan,
merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, meneliti. Dalam menetapkan
standar waktu dalam suatu pekerjaan akan memiliki beberapa kelebihan,
yaitu:

1. Standar waktu dapat dibuat di laboratorium sehingga prosedur ini
tidak mengganggu aktifitas sesungguhnya.

2. Karena standar dapat ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar
dilakukan maka dapat digunakan untuk membuat rencana.

3. Tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan.

4. Serikat pekerja cenderung menerima metode ini sebagai cara yang
wajar untuk menetapkan standar.

5. Standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang

melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama.

Jadwal Kerja Standar (Standard Work Schedule) yang banyak digunakan
di Indonesia wakni standar kerja selamma 8 jam kerja perhari 5 hari kerja
perminggu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mempunyai variasi diantaranya:
(a) Flexytime yaitu sebuah sisten yamg membolehkan karyawan dengan batasan
tertentu dapat menentukan jadwal mereka masing-masing kapan mulai kapan
selesai dan terbukti kepuasan kerja meningkat; (b) Flexible workweek yaitu
sebuah jadwal kerja yang berbeda dari jadwal normal misalnya 10 jam kerja

perhari selama 4 hari kerja perminggu, atau penerapan shift kerja; dan (c)

B = e —— —————————————
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Memperpendek jam kerja dengan mengubah status karyawan menjadi part {ime

slatus.,

Jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah
sama dengan jumlah keempat waktu berikut :

1. Waktu yang sungguh-sungguh dipergunakan untuk bekerja yakni waktu yang
dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan
produksi (waktu lingkaran/waktu baku/dasar):

2. Waktu yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak langsung
berhubungan dengan produksi (bukan lingkaran/non-cyclical time);

3. Waktu untuk menghilangkan kelelahan (fatigue time);

4. Waktu untuk keperluan pribadi (personal time).
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METODE PENGUKURAN BEBAN
KERJA

Metode dalam kajian ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang meliputi pengumpulan
data, pengolahan data, dan penelaahan hasil olahan data, Berikut penjelasan
mengenal terminologi dan teknik yang digunakan dalam melakukan analisis beban
kerja. =

A. TERMINOLOGI

Untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah dalam rangkaian
analisis beban kerja maka terminologi tiap-tiap istilah yang digunakan adalah
sebagai berikut:

a. Satuan Kerja
Adalah satuan unit organisasi yang membawahi beberapa unit organisasi dan unit
kerja.

b. Unit Organisasi
Adalah bagian dari satuan kerja yang membawahi beberapa unit kerja.

€. Unit Kerja

Adalah bagian dari unit organisasi yang merupakan unit terendah dari tiap-tiap
satuan kerja yang membawahi langsung beberapa jabatan non-struktural
(fungsional umurn/pelaksana/staf).

e ——————————
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d. Rincian Tugas

Adalah tugas-tugas/kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang
jabatan yang merupakan penjabaran dari fungsi unit organisasi, bersifat deskriptif-
kualitatif yang mengacu pada ketentuan/kebijakan.

e. Satuan
Adalah suatu besaran dari produk (oufpuf) atas penyelesaian suatu tugas/kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemangku/pemegang jabatan.

f. Beban Kerja
Adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi

dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

g.  Volume Kerja
Adalah besaran dan/banyaknya tugas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh
pemangku jabatan dalam waktu 1 tahun.

h. Norma Waktu
Adalah rata-rata waktu (menit/jam) yang dibutuhkan oleh setiap pemangku
jabatan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan.

i. Jam Kerja Efektif

Adalah waktu kerja standar (minimal) yang ditetapkan berdasarkan peraturan
untuk setiap instansi/organisasi pemerintah yaitu 37 jam 30 menit per minggu
dan/atau 1300 jam/tahun,

j.  Efisiensi Kerja Jabatan
Adalah perbandingan antara bobot/beban kerja jabatan dengan jumlah pemangku
jabatan tersebut di dalam jam kerja efektif sebagai usaha penyelesaian tugas

jabatan dan fungsi organisasi.

k. Prestasi Kerja Jabatan
Adalah pemeringkatan yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi jabatan.

e ——————————————————————————————————
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l.  Efisiensi Kerja Unit
Adalah perbandingan antara bobot/beban kerja unit dengan jumlah pemangku
unit tersebut di dalam jam kerja efektif sebagai usaha penyelesaian tugas unit dan

fungsi organisasi.

m. Prestasi Kerja Unit
Adalah pemeringkatan yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi unit.

B. PENGUMPULAN DATA
B e e o e e s S e |

Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan kajian terlebih dahulu
mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan/unit kerja pada lokus kajian.
Kajian dilakukan terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomer 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

3. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.

4. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Musi Rawas.

Peratuwran Bopatl | :
Tentang I ¥ : lstranees
Penjabarai i k Penelitiar
Tugas Polok i )

9
& Fungsi

ncinn Togas
| alaatan

Desloripsi

Verifiloasi
Drraif 1 Tugas |

Jabaatan

Cambar 3.1
Proses Instrumentasi Penelitian
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Setelah dilakukan pengkajian terhadap dokumen penjabaran tugas pokok
dan fungsi, selanjutnya dirumuskan uraian tugas tiap-tiap jabatan. Uraian tugas
tersebut sebagai langkah awal untuk mengisi Formulir A yang berisi data beban
kerja. Formulir A disebarkan kepada Responden untuk diisi dan dilengkapi.
Responden dalam kajian ini adalah para pemegang jabatan struktural pada lokus
kajian.

Selain volume kerja dan norma waktu, uraian tugas jabatan merupakan
salah satu faktor krusial dalam penghitungan beban kerja jabatan. Pada umumnya
semakin banyak uraian tugas akan berpengaruh juga terhadap jumlah beban kerja
jabatan. Namun meskipun demikian, uraian tugas belum dipandang sebagai
sesuatu yang stratejik bagi organisasi perangkat daerah pada umumnya. Hal
demikian dapat diketahui secara umum bahwa uraian tugas jabatan kurang
dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh jabatan yang berada di atasnya.
Oleh karena itu tidak mengherankan apabila cukup banyak tugas-tugas jabatan
yang tidak memiliki relevansi dengan fungsi yang melekat pada jabatan di atasnya.

Karena kondisi yang demikian, kerapkali tugas-tugas jabatan juga tidak
memandang atau tidak memperhatikan komprehensivitas dan keterpaduan
dengan fungsi-fungsi jabatan di atasnya. Ekses yang timbul pada akhirnya adalah
bahwa secara akumulatif tugas dan fungsi jabatan tidak tercapai secara optimal

karena kinerja yang dicapai tidak mampu merepresentasikan tugas dan fungsi yang

diemban,
Tabel 3.1
Form A : Pengumpulan Data Beban Kerja
FORM A
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERIA
{5etlap “labatan® dibuatkan Form Al

1. HAMA IABATAN 1| o nama [sbaten dasl resporden]
. UNIT DRGANISAS] 1|l denpan nema wnlt seslcn |8 den 1V, Unlt ssslen 118 sabagal bacsls amalisls babam kerja)
3 SATUAN KERLY i |dlisl hempmn naema wnit sselen | eduk der unll anpenisesl yang dissbuthen peds snglks I}

JUBILAH RCTHRAL,

i PERALATIAN
WOHLIME KILHIA WAKTU

[LL#] FIRCLIA R TUMGA S G AT AR
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Pada prinsipnya, tugas-tugas jabatan harus menganut filosofi “habis
tugas”. Artinya bahwa tugas-tugas jabatan terendah sudah mengikis habis fungsi-
fungsi yang diselenggarakan oleh jabatan di atasnya. Prinsip demikian bukan
berarti bahwa pejabat di atasnya tidak melaksanakan tugas jabatan, hal demikian
berkaitan dengan proporsi level manajemen yang dilaksanakannya. Semakin tinggi
jabatan maka sernakin bersifat stratejik, dan semakin rendah jabatan akan banyak
pada tataran operasional.

Perspektif Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 12 Tahun 2008
berkaitan dengan Analisis Beban Kerja menitiberatkan pada beban kerja Unit
Organisasi, di mana di dalamnya terdapat jabatan-jabatan eselon IV, Sehubungan
dengan hal itu, maka secara esensial yang menjadi analisis utama adalah uraian
tugas pada jabatan-jabatan tersebut, volume kerja dan juga norma waktu sebagai
bahan baku beban kerja jabatan-jabatan dan beban kerja unit kérjm

Untuk mengarahkan responden agar dapat mengisi formulir A dengan
tepat, maka dibuatkan form [tabel] bantuan yang menjabarkan detail aktivitas
pekerjaan dari tugas-tugas vyang dilakukan oleh pemangku jabatan yang
dinamakan Peta Uraian Kegiatan.

Selain Formulir A, disebarkan juga Formulir B yaitu formulir yang berisi
inventarisasi jumlah pemangku jabatan untuk diisi dan dilengkapi oleh Responden.
Inventarisasi jumlah pemangku jabatan berguna untuk membandingkan antara
jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan jumlah pegawai yang saat ini ada.
Meskipun di dalam Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 12 Tahun 2008
tidak menekankan inventarisasi tingkat pendidikan dan masa kerja, tetapi
tampaknya kedua hal tersebut layak untuk menjadi bahan analisis.

e S —
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Tabel 3.2
Form B : Inventarisasi Jumlah Pemangku Jabatan

FORM B
INVENTARISAS] JUMLAH PEMANGKL JABATAN

1. UNIT ORGANISASI
1. SATUAN KERIA

= [diisi dengan mama wnit eselon Il Wnit organisasi ini sebagai basis analisis beban kerja)
= |diksi dengan marma wnit eselon 0, induk darl unit organksas| yang disebutian pada angha 1)

| diisi dengan jumiah | diisi dengan

golonganyang | menerangkan hal-

n 51 ng | diset disebutkan dalam | halyang perlu
ada di lingkungan | kolom (2) kolom {3 dan dijelaskan pada
unit arganisasi yang. Jabatan tersebut kolom (2) sampal
disebutkan dalam dalam kalom (2) _dengan [4}
angka 1 di atas

Sebagai bagian dari rangkaian pencarian data primer, maka selain
menyebarkan formulir kepada responden, pengumpulan data juga dilakukan
melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pejabat di satuan
kerja lokus kajian, Wawancara dalam konteks ini juga merupakan bagian yang
penting untuk mendapatkan informasi relevan lainnya yang terkait dengan fokus
kajian inl

Untuk menyempurnakan proses pengumpulan data, dilakukan observasi
lapangan., Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi dan lingkungan
kerja di setiap satuan kerja. Melalui observasi ini diharapkan dapat dipercleh

informasi penting lainnya untuk penajaman dalam analisis.

C. PENGOLAHAN DATA

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan
formulir sebagal berikut :
1. Form C, digunakan untuk menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang

berada pada satu unit organisasi.

e —
Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 200 e



Tabel 3.3
Form C : Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan

1. UNIT OO ANISASE + [dfisi dengan nama wunit organisasi eselon | Sesual dengan yang tersebut pads Form A)
2. SATUAMN KERIA + [diisi dengan nama satuan kerja sesual dengan yang tersebut pada Form &)

FORM C
REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERIA JABATAN
{Setiap *Unit Eselon 111" dibuatkan formulir C}

MANA JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN
JABATAN {(VOLUME KERJA X NORMA WAKTL)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa titik berat Analisis Beban

Kerja dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

adalah Unit Kerja. Sehubungan dengan hal itu, Form C akan memberikan

informasi penting mengenai beban kerja tiap-tiap jabatan pada eselon V. Jumlah
Beban Kerja Jabatan = (Volume Kerja X Norma \Waktu).

2.

Form D digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat,
tingkat efektivitas dan efisiensi jabatan (EJ) dan tingkat prestasi kerja jabatan
(PJ). Perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai diperoleh dari formula berikut:

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat =
Jumlah Beban Kerja Jabatan : Jam Kerja Efektif per tahun

atau

Kolom (3]

Kolom (4) = 1300

Sedangkan untuk menghitung efisiensi dan efektifitas jabatan (E))

diperoleh dari formula berikut:

e —————————— e ———
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EJ = Beban Kerja Jabatan
- Jumlah Pemangku Jabatan x Jam Kerja Efekdf per Tahun

Atau

Kolom (3)

Kol )=
ISR Kolom (5) x 1300

Berdasarkan hasil dari perhitungan E), maka dapat diketahui tingkat
prestasi kerja jabatan, yang ditetapkan dengan kriteria ;

Tabel 3.4
Nilai Efisiensi Jabatan / Unit
MILALI EFISIENSI (EJ/EU)
e
0.90-1.00
0.50 - 0.69

Selanjutnya data/informasi yang ingin diketahui tersebut, dibentuk dalam
sebuah tabel:

Tabel 3.5
Form D : Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ) dan
Prestasi Kerja Jabatan (PJ)

FORM D
PERHITUNGAN KEBUTLIHAN PELABAT (PEGAWAL TIMGKAT EFFSIENS| IABATAM [EJ) OAN PRESTAS! KERJA LABATAN [FR

1. UNIT ORGANISASI : (dliisi dengan nama unit organisasl sesuai dengan yang tersebut pada Farm &)
2. SATUAM KERIS : (i dengan nama sabuam ooganisasl sesual dengan yang tersebut pada Form A)

el desgmn | H] dengin |niad dial | cergan -
seban bl peds | bebushivhjabaie | jamish pepred | edbh - astets | des Eilersl e
Fermc o (3) o £, yung | ki bclonm 1) peisbat  seusl | ksl 5] dengon | isetarienion 1B il serqun #
S demwin 60 | dbagljam ke e R T T o
(bt rvempenaieh | ekl par taben petafon | b () 3 | mengpusien E il
|omiah beban. keth | (1360 fas), degan batorn (5] s | e LR LA |
debamiatean iy ) e tesupat | e et K ot Bak) puki
Jurmiad Resatban Eriurangan T BE) Baa 030 - | e
= Jumish - pebat m .0 (sl -
b bt hmfa g dstbaan e & O sntan Q70 — | Ml
e G duam koo (31 | fmbban X fom B [y | W
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3. Form E digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai/pejabat unit,
tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU) dan tingkat prestasi kerja unit (PU).
Penghitungan untuk mengetahui data/informasi tersebut menggunakan
formula yang sama seperti yang dilakukan pada Form D. Adapun yang
berbeda adalah sumber data, dimana kebutuhan pegawai/pejabat diperoleh
dari total beban kerja dari semua unit kerja di organisasi tersebut dibagi jam
kerja efektif per tahun. Kemudian untuk menghitung EU menggunakan

formula:

= Beban Kerja Unit
Jumlah Pemanghku Unit x Jam Kerja Efektif per Tahun

Atau

Kolom (3}

Kolom (7) =
olom (7) = - iom (5) x 1300

Sedangkan untuk menetapkan prestasi kerja unit (PU) menggunakan
kriteria yang sama dengan PJ. Semua data/informasi tersebut diwujudkan dalam
bentuk Tabel berikut,

Tabel 3.6
Form E : Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU)
dan Prestasi Kerja Unit (PU)

FORM E
REKAPITULASI KEBUTUHAN PELABAT/PEGAWAL TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERIA UNIT [PU)
{Setiap satuan kerja dibuatkan formulir E)

SATUAN EERIA + [diisl dengan nama satuan kerja sesual dengan yang tersebut pada Formalir A
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D. PENELAAHAN HASIL OLAHAN DATA

Hasil pengukuran beban kerja akan ditelaah lebih lanjut dengan
memperhatikan berbagai aspek relevan untuk memperoleh deskripsi yang
memadai. Hal demikian perlu karena pada umumnya dari hasil pengukuran beban
kerja sering dijumpai kecenderungan yang bervariasi dengan kemungkinan tidak
rasional, misalnya:

+ Beban kerja di atas normal, yang disebabkan adanya mark up pada data
volume kerja dan/atau norma waktu yang dapat dilaporkan cleh responden.
Penyebab lain juga bisa disebabkan oleh jumlah uraian tugas yang berlebihan
atau sebaliknya jumlah uraian tugas tidak memadai tetapi melakukan mark up
pada data volume kerja dan/atau norma waktu.

» Beban kerja di bawah normal, yang disebabkan kurang lengkapnya produk dan
kecilnya norma waktu yang dilaporkan oleh responden. Penyebab lain juga
bisa disebabkan oleh jumlah uraian tugas yang tidak memadai dan/atau tidak

komprehensif.

Hasil telaahan kemudian disimpulkan dan diberikan rekomendasi untuk

dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

B e
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BAB

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Asisten Ekonomi dan  Pembangunan
Sekretariat Daerah

Asisten Ekonomi dan Pembangunan merupakan salah satu satuan kerja
Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai supporting staff dalam roda Organisasi
Pemerintah Daerah'. Yang pada hakekatnya Sekretariat Daerah menyelenggarakan
fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif,

Pedoman dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas di lingkungan Asisten
Ekonomi dan Pembangunan mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Rawas. Dalam pasal 17 disebutkan, tugas Asisten Ekonomi dan
Pembangunan adalah:

membantu Sekretaris Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, komunikasi dan
informatika, pekerjaan umum, perekonomian meliputi bidang pertanian,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan
badan usaha daerah dengan fungsi yang harus diselenggarakan sebagai
berikut:

a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan

perekonomian daerah meliputi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, perindustrian, perdagangan, badan usaha daerah dan

perbankan;

! Berdasarkan PP No, 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Mo. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah.
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b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
pembangunan daerah, pembangunan antar daerah, pekerjaan umum,
pertambangan dan energi;

c. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan, perkebunan, kehutanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Asisten dibantu 2 unit
organisasi (eselon IlI) dan 6 unit kerja (eselon IV), yang notabene merupakan
aktor/eksekutor dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten. Tugas dan fungsi
itulah yang menjadi tanggung jawab [baca: beban kerja] unit-unit kerja di
lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembang-unan. Adapun hasil analisis beban kerja
yang telah dilakukan pada satuan kerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Beban Kerja di Lingkungan Asisten
Ekonomi dan Pembangunan Sel:mtariat Daerah Kabupaten Musl Rawas

Sumber; Data diclah, 2009
#:  Hasil Permbulatan per undt kerja (3ub. Bag)
%, Jumlah ditambah (+) 1, yairu Kepala Unit Organdsasi (Ka. Bag.)
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Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, prestasi jabatan dan prestasi unit organisasi
di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan menunjukkan kecenderungan
yang kurang baik, dengan interval nilai yang masuk dalam kategori “kurang” dan
“sedang”. Dengan kategori prestasi yang demikian mengindikasikan efektvitas dan
efisiensi baik jabatan dan unit kerja belum optimal. Kondisi itu dapat disebabkan
karena beban kerja pada unit kerja tidak sebanding [lebih kecil/rendah] dengan
ketersediaan pegawai/pemangku jabatan, baik dar aspek jumlah maupun
kompetensi; keterbatasan peralatan kerja; belum diformalisasikannya business
process yang terstandarisasi [standard operating procedures/prosedur tetap]; atau
dapat juga disebabkan karena kekurangfahaman pemangku jabatan dalam
menginterpretasikan/mengoperasionalisasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan
sehingga mengalami kendala dalam menghasilkan capaian kerja [output] dalam
batasan waktu tertentu.

Untuk mengelaborasi lebih jauh fenomena capaian prestasi jabatan dan
unit kerja di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, telaahan selanjutnya
akan memberikan ulasan terkait dengan tiap-tiap komponen pemnbentuk prestasi

jabatan dan /atau prestasi unit organisasi.

1. Beban Kerja Jabatan dan Unit Kerja di Lingkungan Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Beban kerja merupakan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu
jabatan/unit organisasi yang diperoleh dari hasil kali antara volume kerja dan
norma waktu, Besaran pekerjaan menunjukkan jumlah tugas dan target yang harus
dilaksanakan dan dicapai oleh pemangku jabatan. Dengan kata lain, sermakin
banyak tugas berarti semakin berat tanggung jawab pekerjaan [baca: beban kerja].
Hal ini juga menunjukkan bahwa tugas berpengaruh terhadap besaran pekerjaan
sehingga penyusunan rumusan tugas harus jelas dan terukur. Rumusan tugas yang
jelas dan terukur dapat menjadi pedoman bekerja bagi pemangku jabatan
[pelaksana tugas] maupun kepentingan penilaian prestasi kerja.

Volume kerja merujuk pada banyaknya [frekuensi] hasil dari produk
[outpufl setiap tugas, sedangkan norma waktu menunjukkan waktu yang

dibutuhkan dalam penyelesaian tugas sehingga menghasilkan output.
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Satuan volume kerja yang dihasilkan di lingkungan Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah adalah berupa dokumen dan kegiatan.
Dokumen tersebut meliputi dokumen panduan/ pedoman/petunjuk teknis atau
laporan berkala (mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan),
sedangkan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi/tugas pembinaan dan
koordinasi dengan SKPD-5KPD terkait®.

Beban kerja unit organisasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah berada pada rentang 764 — 7580 jam/tahun,
yang terdiri dari beban kerja Bagian Ekonomi sekitar 3951 jam/tahun dan Bagian
Pembangunan, sekitar 19626 jam/tahun. Beban kerja pada unit organisasi tersebut
merupakan akumulasi dari beban kerja pada setiap unit kerja. Adapun gambaran
beban kerja di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Musi
Rawas adalah sebagai berikut:

Crafik 4.1
Beban Kerja Jabatan/Unit Kerja di Lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah

Sub Bag. Pormadalan dan Perbankdaen
Sub Bag. Sarana Porchonamikan

Suly Bag. Produksi Dacrah

Suk Bag, Dvaluasi dan Pelaparan

Sub Bog. Pengondalian

i | |
Ehme‘em:Jargunm| Bagan Ekamomi |
i i i
|
|

Sub Bag. Pemyusunan Program

Grafik tersebut menunjukkan beban kerja dari setiap unit kerja (Eselon IV)
yang merupakan cerminan dari beban kerja dari tiap-tiap unit organisasi/Bagian

(Eselon I}, yang merupakan basis dari analisis beban kerja.

! Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan SKPD-SKPD yang menangani
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan,
komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perekonomian meliputi bidang pertanian,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha daerah.
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Mencermati besaran [nilai] beban kerja di lingkungan Asisten Ekonomi
dan Pembangunan memperlihatkan fenomena yang ekstrim, yaitu terjadi gap yang
besar, baik intra unit kerja maupun pada antar unit kerja/unit organisasi. Kondisi
tersebut tampak pada Bagian Ekonomi, dimana terdapat 2 unit kerja yang beban
kerja jabatannya kurang dari standar waktu kerja efektif dalam 1 tahun yaitu 1300
jam/tahun. Fenomena itu mengindikasikan tidak banyak tugas atau target-farget
yang harus dicapai dan diselesaikan. Disamping itu, jika fenomena tersebut
"benar”, maka jabatan dalam unit kerja tersebut perlu ditinjau ulang, karena fidak
memenuhi kriterfa suatu jabatar?,

Relatif rendahnya beban kerja dapat juga disebabkan karena kurang
baiknya rumusan tugas, baik dari aspek kuantitas [jumlah tugas] maupun kualitas
[rumusan tugas yang jelas dan terukur]. Hal ini terindikasi dari penjabaran tugas
khususnya jika dilihat dari aspek kualitas dimana terdapat kecenderungan,
rumusan tugas belum dirumuskan secara tegas, jelas dan terukur.

Indikasi tersebut sebagaimana disampaikan responden dan pencermatan
terhadap penjabaran tugas. Menurut responden merasa, tugas yang menjadi
tanggung jawab unit adalah fungsi dan tugas SKPD lain. Hal ini dapat difahami
karena tugas merupakan penjabaran tugas pokok [kewenangan dalam pelaksanaan
suatu urusan pemerintahan] dan fungsi [peran yang harus dilaksanakan].

Sesuai dengan kedudukan dan perannya, pelaksanaan tugas yang
diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan,
akan bersinggungan dan cenderung overlapping dengan tugas-tugas yang
dilaksanakan oleh unit kerja SKPD terkait, khususnya pelaksanaan tugas oleh unit
kerja di Bagian Ekonomi.

3 Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan Di Lingkunagn
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, menyebutkan "setiap jabatan harus
memenuhi kriteria: tugas berkisar antara 5 - 12 atau kurang jika didalam instansi terdapat
sekelompok tugas yang spesifik; antar tugas memiliki kaitan proses yg jelas; syarat jabatan
serasi, sejajar dan wajar; dan dalam jabatan tersebut, tugasnya menyerap waktu kerja
penuh. Maksudnya adalah jumlah tugas yang menjadi rumusan dalam jabatan berisi volume
kerja yang minimal dapat diduduki oleh 1 [satu) orang pegawai.
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2. Kebutuhan Pegawal dalam Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Asisten
Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Rasio antara beban kerja dengan ketersediaan pegawai akan berkorelasi
dan /atau berbanding lurus terhadap efisiensi dan efektivitas jabatan/unit
organisasi. Jika beban kerja sama dengan jumlah pegawai, maka akan tercapai
efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, begitupun sebaliknya. Dan jika tercapai
efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, maka akan berkorelasi terhadap prestasi
jabatan dan /atau prestasi unit.

Berdasarkan nilai beban kerja dari setiap unit kerja di lingkungan Asisten
Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat menunjukkan kecenderungan berlebih.
Dengan kata lain, jumlah pegawainya melebihi dari jumlah yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pada Bagian Ekonomi terjadi kelebihan pegawai
sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Sarana Perekonomian kelebihan pegawai sebanyak 6 orang;

2. 5ub Bagian Produksi Daerah kelebihan jumlah pegawai sebanyak 4 orang :

3. Sub Bagian Permodalan dan Perbankan kelebihan jumlah pegawai sebanyak 6
orang:

Adapun pada pada Bagian Pembangunan terjadi kelebihan pegawai
sebanyak 7 orang, yaitu yang terdapat pada unit kerja:

1. Sub Bagian Penyusunan Program kelebihan jumlah pegawai 3 orang;
2. Sub Bagian Pengendalian kelebihan pegawai sebanyak 2 crang;
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan kelebihan pegawai sebanyak 2 orang;
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llustrasi dari kondisi kebutuhan dan ketersediaan pegawai berdasarkan
beban kerja di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 4.2
Perbandingan antara Kebutuhan (needs) dan Ketersediaan (existing) Pegawai
di Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Lub Bap, Sorana Perckonomian 1

Sub Bag. Produksi Daerah

Sub Bag, Permadalan dan 7
Pl vhar E | CHISTING
Sub Bag. Penyusunon Program 4 & MEEDS

Sub Bag. Pengendalian 5

Sulby Bag. Evaluasi dan Pelaporan

Mencermati grafik 4.2 di atas, khususnya pada unit kerja 5ub. Bagian
Sarana Perekonomian dan Sub Bagian Permodalan dan Perbankan di unit
organisasi Bagian Ekonomi, mengindikasikan adanya masalah dalam hal beban
kerja.

Indikasi masalah tersebut, adalah bahwa kebutuhan pegawai muncul
sebagai akibat dari beban kerja yang menjadi tanggung jawab pemangku jabatan
berupa sekumpulan tugas dan target yang harus dilaksanakan dan dicapai.
Sebagaimana sudah diulas pada sub bab sebelumnya, beban kerja di kedua unit
kerja tersebut cenderung rendah.

Melihat kondisi Sub. Bagian Sarana Perekonomian dan 5ub Bagian
Permodalan dan Perbankan yang hanya 1 orang pegawai, maka kedua unit kerja
tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai organisasi®. Secara konsepsional, unsur
utama dalam suatu organisasi adalah manusia yang berjumlah 2 orang atau lebih.
Oleh karena itu, suatu unit kerja minimal membutuhkan 2 orang pegawai, dimana

idealnya minimal suatu unit kerja terdiri dari 3 orang pegawai, dengan pembagian

* dinyatakan sebagai “... An organization is a system of consciuosly coordinated activities or
forces of two or more person”, Charles [. Barnard {Winardi, 2006:27).
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peran 1 orang berperan sebagai pejabat struktural dan 2 orang pejabat non
struktural [fungsional umum/khusus].

Secara umum, komposisi pegawai di Bagian Ekonomi terbilang cukup
memadai dilihat dari aspek kompetensi, khususnya Latar Belakang pendidikan

formal. S5ebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
di Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah

52
SMA 6%

Melihat komposisi pegawai pada gambar 4.1 di atas, dengan persentase

terbesar berpendidikan strata 1 dari rumpun keilmuan Sosial [Administrasi, Hukum,
Manajemen dan Ekonom)] seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas di
Bagian Ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang ada, terkait dengan kebutuhan pegawai
yang didasarkan atas beban kerja yang terbilang rendah, maka perlu
dipertimbangkan untuk memperhatikan kembali rumusan tugas pada setiap unit
kerja di Bagian Ekonomi.

Kondisi berbeda dialami oleh Bagian Pembangunan. Kebutuhan pegawai
setiap unit kerja di Bagian Pembangunan, walaupun berlebih dibandingkan dengan
pegawai yang saat ini sudah ada, namun lebih rasional. Dimana dengan beban

kerja yang dimilikinya, rata-rata unit kerja membutuhkan pegawai lebih dari 2
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orang, sehingga layak dijadikan sebagai organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa
beban kerja yang tersirat dalam rumusan tugas-tugas jabatan cenderung telah
disusun secara lebih baik, sehingga pemangku jabatan dapat memahami dan
melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Mencermati tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan, persinggungan
[overlapping] dengan SKPD terkait lebih sedikit dibandingkan dengan Bagian
Ekonomi. Kemungkinan persinggungan dalam pelaksanaan tugas terjadi dengan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Namun demikian, perbedaan yang
agak tegas dan jelas adalah fungsi dan tugas-tugas yang dilaksanakan unit kerja di
Bagian Pembangunan lebih cenderung kepada administratif support, yaitu
pendataan/kompilasi dan pelaporan terkait administrasi pembangunan.

Karaktertistik tugas yang demikian, dapat menjadi pembenaran [alibi]
bahwa di unit organisasi ini tidak terlalu membutuhkan komposisi pegawai dengan
kompetensi yang handal, khususnya dilihat dari unsur keterampilan [skili]s.
Kondisi pegawai ini, didasarkan atas DUK Bagian Pembangunan Tahun 2009,
dimana lebih dari 50% pegawai merupakan pegawai baru [CPNS] dan /atau
berasal dari tenaga kontrak karya [honorer daerah]. Namun demikian, kompetensi
pegawal pada unit kerja di Bagian Pembangunan yang dilihat dari Latar Belakang
pendidikan [knowledge] cukup memadai, dimana sekira 47% pegawai
berpendidikan dengan strata 1 [S1]. Komposisi pegawai pada setiap unit kerja
dapat dilihat pada grafik berikut:

Crafik 4.4
Komposisi Pegawal Negeri Sipil Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
di Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah

S
g
s 4+
i
38 ..-""-r
-~
i E
18+
.
65 17 o
e . : o
SUIBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAG.
PERYUSUMAN EVALLAS & PENGEMNDALIAM
PROGRAM PELAPORAN

* Kompetensi keterampilan ini dapat diketahui dari masa kerja pegawai.
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Dengan kompetensi pegawai yang terdapat di Bagian Pembangunan,
terdapat indikasi bahwa norma waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas
akan menjadi lebih lama. Sehingga mungkin saja, beban kerja saat ini sebenarnya
lebih besar dibandingkan dengan seharusnya. Karena keterampilan dalam
menyelesaikan tugas akan berpengaruh terhadap norma waktu, disamping

dukungan peralatan kerja dan metode kerja [standard operating procedures].

3. Efisiensi Jabatan (EJ), Prestasi Kerja Jabatan (PJ), Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi
Kerja Unit (PU) di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Beban kerja dan ketersediaan pegawai dalam suatu unit kerja akan
berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Jabatan dan Unit [EJ/EU] yang
pada akhirnya bermuara pada Prestasi Kerja Jabata;n dan Unit [PJ/PU]. Dengan
kata lain, Efisiensi jabatan dan efisiensi unit merupakan hasil akhir atau akumulasi
dari data sebelumnya, yang mencerminkan Prestasi Kerja Jabatan dan Unit.

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.1, prestasi kerja, baik jabatan maupun
unit organisasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan menunjukkan
kecenderungan yang kurang baik, dengan interval nilai yang masuk dalam kategori
“kurang” dan “sedang”.

Fenomena rendahnya prestasi kerja di  Bagian  Ekonomi
kecenderungannya lebih disebabkan karena kurang terumuskannya secara baik
tugas-tugas di unit kerja. Hal ini mungkin terjadi karena pelaksanaan tugas pada
unit organisasi ini bersinggungan dan dapat menyebabkan owveriapping dengan
tugas-tugas SKPD terkait. Adapun fenomena yang terjadi di unit kerja Bagian
Pembangunan, terdapat kecenderungan penggunaan waktu dalam menyelesaikan
tugas lebih lama dari yang sebenarnya. Hal ini mungkin terjadi karena relatif
kurangnya kompetensi keterampilan yang dimiliki oleh para pega*.w;'ai di unit kerja,
mengingat rata-rata pegawai merupakan pegawai baru yang belum memiliki
cukup keterampilan dan pengetahuan dalam bekerja.

Disamping itu, perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi beban kerja suatu unit organisasi, seperti dukungan peralatan kerja

dan metode kerja.

e e e
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Peralatan kerja yang minim dan kurang memadai dapat mengakibatkan
bertambahnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas sehingga akan
berimplikasi terhadap meningkatnya beban kerja yang disebabkan unsur norma
waktu yang tinggi. Begitupun dengan metode kerja. Metode kerja yang belum
diformalisasi sebagai suatu standar [standard operating procedures] dapat

menyebabkan penyelesaian tugas berlarut-larut [time consumel.
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B. DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Momor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Rawas. Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi di lingkungan Dinas merujuk kepada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2008, tugas
pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikulturs, dengan
melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang
produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, dan pengelolaan dan
pernasaran hasil pertanian;

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, pada hakekatnya adalah
tanggung jawab [baca: beban kerja] seseorang yang menduduki jabatan struktural,
yaitu Kepala Dinas. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Kepala Dinas
dibantu cleh pejabat-pejabat strukural [manajerial] dan non struktural [fungsional]

yang termasuk kedalam suatu susunan organisasi.
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Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari 5 unit organisasi
dengan eselon 11l [Sekretariat dan Bidang-bidang] dan 15 (satu} unit kerja dengan
dengan eselon IV [sub bagian dan seksi]. Unit-unit tersebut, secara fungsional
terbagi menjadi 2, yaitu: 1) berfungsi sebagai supporting unit (unsur staff), yaitu
Bagian Sekretariat dengan 3 unit kerja [sub bagian]; dan 2) fungsi lini (operational
unif), yaitu Bidang-bidang, yang masing-masing dibantu oleh 3 unit kerja [seksi].
Jabatan dan/atau unit-unit tersebutlah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi-
fungsi yang diemban di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Adapun gambaran umum dari hasil analisis beban kerja di satuan kerja tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas

NAMA JABATAN JML BEBAN | PERHTUNGAN JML EIfEL | PIf
KERJA JML KEBTHAN PEGA‘W FU
JABATAM PEGANTAL

I 0358 510
0, 9&

= Sub Bagian Perlengkapa

‘Seksi Penerapan dan Pengembangan
Teknologi Tanaman Pangan

SIOTe 2 g

né_-nmm

Sumber: Data olahan. 2009
*:  Hasil Pembulatan per unit kerja (Sub Bag./Seksi)
*=.  Jymilah ditambah (+) 1, yaitu Kepala Unit Organisasi (Sekretaris/Ka. Bidang)
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, prestasi jabatan dan prestasi unit kerja di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan interval
prestasi dari “cukup™ sampai dengan “sangat baik”.

Untuk mengelaborasi lebih jauh fenomena capaian prestasi jabatan dan
unit kerja di organisasi perangkat daerah tersebut, telaahan selanjutnya akan
memberikan ulasan terkait dengan masing-masing komponen-kompenen

pembentuk prestasi jabatan dan /atau prestasi unit kerja.

1. Beban Kerja Jabatan Dan Unit Kerja Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Musi Rawas.

Perumusan tugas yang jelas dan terukur akan berpengaruh terhadap
penaksiran beban kerja dari setiap pemangku jabatan. Beban kerja merupakan
besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi yang
diperoleh dari hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

Volume kerja merujuk pada banyaknya hasil dari produk tugas,
sedangkan norma waktu menunjukkan waktu yang dibutuhkan dalam
penyelesaian tugas. Sesuai dengan karakteristik tugas/pekerjaan yang dilakukan,
maka volume kerja dari setiap unit organisasi cenderung berbeda sesuai dengan
satuan dari volume kerja tersebut. Secara umum, satuan volume kerja adalah
dokumen dan kegiatan,

Beban kerja di lingkungan unit Sekretariat menunjukkan kecenderungan
lebih besar dibandingkan unit kerja — unit kerja di lingkungan Dinas. Gambaran
umum mengenai beban kerja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 4.5
Beban Kerja Jabatan/Unit Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas
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Dari grafik dapat diketahui, unit kerja di lingkungan Sekretariat
memiliki beban kerja lebih besar dibandingkan unit kerja lainnya pada Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara berurutan beban kerja di lingkungan
unit kerja Sekretariat, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan beban
kerja sekira 8739 jam/tahun, Sub Bagian Keuangan sekira 8437 jam/tahun, dan
Sub Bagian Perlengkapan dengan sekira 5781 jam/tahun.

Tanggung jawab pekerjaan [baca: beban kerja] unit kerja tersebut
dipengaruhi oleh karakteristik tugas/kerjanya yang cenderung bersifat rutin dengan
kegiatan pelayanan internal, sesuai dengan fungsinya yang menjalankan peran
sebagai middle line [Sekretaris] dan supporting staff [para Ka. Sub Bagian].

Karakteristik pekerjaan dengan produk kerja berupa dokumen yang
dalam menghasilkan produk yang diatur dengan tata aturan yang baku dan

e
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produk kerja berupa kegiatan [jasa] yang dalam proses kerjanya dipengaruhi
berbagai komponen, seperti peralatan kerja dan kebijakan [pengambilan
keputusan cleh atasan] cenderung membutuhkan waktu yang relatif banyak (fime
consuming). Hal itulah yang menjadikan beban kerja di unit supporting staff ini
memiliki kecenderungan beban kerja yang relatif besar. Adapun unit kerja yang
memiliki beban kerja relatif paling kecil dibandingkan unit kerja lainnya pada unit
lini adalah Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian dengan beban kerja sekira
2328 jam/tahun.

Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian merupakan unit kerja yang
bertanggung jawab dalam fungsi pokok Dinas yang didesentralisasikan kepada unit
organisasi [Bidang]. Sebagai operating core, seyogyanya beban kerja yang
diembannya relatif besar, namun data menunjukkan sebaliknya.

Mencermati fenomena umum vyang terjadi pada unit kerja Seksi
Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian, terdapat kecenderungan adanya tugas
yang belum dapat dilaksanakan yang mungkin disebabkan terbatasnya sumber
daya yang dimiliki, seperti pendanaan, peralatan dan prasarana kerja, metode
kerja. Keterbatasan tersebut berimplikasi terhadap relatif terbatasnya rencana
kegiatan yang disusun dan/atau kurang efektifnya pelaksanaan program-program

kegiatan.

2, Kebutuhan Pegawai dalam Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas.

Besaran beban kerja akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah
kebutuhan pegawai. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan pegawai menyesuaikan
dengan nilai beban kerja. Oleh karenanya, kebutuhan pegawai setiap unit kerja
akan berbeda-beda sesuai dengan beban kerjanya masing-masing.

Berdasarkan nilai beban kerja yang didapat dari setiap unit kerja di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat unit kerja yang
pegawainya sudah sesuai dengan kebutuhan, kelebihan pegawai [overstaff], atau
kekurangan pegawai [understaff]. Adapun gambaran umum mengenai kondisi
tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 4.6
Perbandingan antara Kebutuhan (needs) dan Ketersediaan
(existing) Pegawai di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
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Dari grafik 4.6, unit kerja yang jumlah pegawainya sudah sesuai dengan

jumnlah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pegawal yang dibutuhkan dan pegawai
yang ada sebanyak 7 orang;

2. Sub Perlengkapan, pegawai yang dibutuhkan dan pegawai yang ada sebanyak 4
orang;

3. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Buah-buahan, S$ayuran, Obat-obatan,
dan Tanaman Hias, pegawai yang dibutuhkan dan pegawai yang ada sebanyak
3 orang;

TR TSR T T
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4. Seksi Penerapan dan Pengembangan Tekonologi Hortikultura, pegawai yang
dibutuhkan dan pegawai yang ada sebanyak 3 orang;

5. Seksi Mutu Hasil dan Pengelolaan Lingkungan, pegawai yang dibutuhkan dan
pegawai yang ada sebanyak 2 orang;

6. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian, pegawai yang dibutuhkan dan
pegawai yang ada sebanyak 2 orang;

7. Seksi Statistik dan Informasi Pertanian, pegawai yang dibutuhkan dan pegawai
yang ada sebanyak 4 orang: dan

8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, pegawai yang dibutuhkan dan pegawai
yang ada sebanyak 2 orang.

Sementara itu, ada 4 unit kerja yang mengalami kelebihan pegawai (over
stafl], yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan, dimana pegawai yang dibutuhkan sebanyak
6 orang dan pegawai yang ada sebanyak 7 orang;

2. Kepala Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan,
dimana pegawai yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dan pegawai yang
ada sebanyak 3 orang; dan

3. Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija, dimana pegawai yang dibutuhkan
sebanyak 2 orang dan pegawai yang ada sebanyak 3 orang.

4. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, dimana pegawai yang
dibutuhkan sebanyak 2 orang dan pegawal yang ada sebanyak 3 orang.

Adapun unit kerja yang mengalami kekurangan pegawai (under staff]
adalah unit:
1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura, pegawai yang dibutuhkan
sebanyak 4 orang dan pegawai yang ada sebanyak 2 orang:
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi, pegawal yang dibutuhkan sebanyak 3
orang dan pegawal yang ada sebanyak 1 orang: dan
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, pegawai yang dibutuhkan

sebanyak 5 orang dan pegawai yang ada sebanyak 4 orang.

e ——————
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Melihat hasil pengolahan data mengenai jumlah kebutuban pegawal
yang demikian, alangkah baiknya kembali memperhatikan deskripsi sebelumnya
yaitu mengenai beban kerja.

Kebutuhan jumlah pegawai muncul sebagai akibat dari besaran beban
kerja yang tercerminkan dalam sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap
jabatan dalam unit kerja tersebut.

Dalam penghitungan kebutuhan jumlah pegawai, formula vyang
dipergunakan adalah bahwa beban kerja bagi 1 orang pegawai vaitu sebanyak
1300 jam per tahun. Sementara itu, jumlah beban kerja selain dipengaruhi cleh
jumlah volume kerja, juga dipengaruhi oleh norma waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas. Artinya bahwa semakin banyak jumlah volume kerja,
semakin banyak juga norma waktu yang dibutuhkan. Asumsinya bahwa semakin
banyak norma waktu yang dibutubhkan, semakin banyak juga waktu yang
dibutuhkan pegawal untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya, apabila
waktu yang dibutuhkan pegawai semakin banyak, maka bisa jadi semakin banyak
juga jumlah pegawai yang dibutuhkan, tanpa membedakan kualifikasi masing-
masing pegawai.

Mencermati fenomena kebutuhan pegawai pada unit kerja yang hanya
membutuhkan 2 orang pegawai, seperti pada:

1. Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan;

2. Seksi Produksi Padi dan Palawija;

3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;

4. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian:

5. Seksi Mutu Hasil dan Pengelolaan Lingkungan; dan

6. Seksi Pengawasan dan Pengendalian,

mengindikasikan unit kerja yang “kurang rasional” sebagai organisasi. Karena
walaupun memenuhi kriterfa sebagai organisasi, namun tidak memenuhi azas
efektif dan efisien dalam organisisasi.

Secara konsepsional, unsur utama dalam organisasi adalah adanya
manusia yang berjumlah 2 orang atau lebih. Oleh karena itu, suatu unit kerja layak
dikatakan sebagai organisasi, jika terdapat atau membutuhkan pegawai minimal 2

corang. Disamping itu, dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas dalam
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pelaksanaan pekerjaaan berdasarkan peran manajerial dan non manajerial, maka
idealnya suatu unit kerja [organisasi] terdiri dari minimal 3 orang pegawai. dengan
1 orang berperan manajerial [pejabat struktural] dan 2 orang non struktural
manajerial [fungsional umum/khusus].

Dengan pendekatan konsepsional tersebut pula, dapat menjelaskan
kurang rasionalnya [efisien dan efektif] unit kerja yang hanya diisi/terdapat 1 orang
pegawai, seperti pada unit kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi.

Pada dasarnya, asumsi yang digunakan dalam konsep beban kerja
berkaitan dengan pegawai, bahwa tidak hanya berhubungan dengan jumlah
[aspek kuantitas], tapi juga aspek kompetensi [kualitas].

Kompetensi dapat dilihat dari pengetahuan [knowledge], wyaitu latar
belakang pendidikan, baik formal maupun informal; keterampilan [skills] yang
dapat dihubungkan dengan masa kerja pegawai; dan perilaku [affitude] pegawai.

3. Efisiensi Jabatan (EJ), Prestasi Kerja Jabatan (PJ), Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi
Kerja Unit (PU) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas.

Milai efisiensi diperoleh dari: beban kerja jabatan atau beban kerja unit
dibagi hasil kali antara jumlah pemangku jabatan atau jumlah pegawai unit dan
jam kerja efektif setahun. (Hasil pengolahan secara keseluruhan dari beban kerja
hingga prestasi kerja jabatan dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2). Hasil
pengolahan data mengenai efisiensi dan prestasi kerja jabatan dan unit kerja di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan tingkat efisiensi
dan prestasi kerja yang jika dirata-ratakan berada dalam interval dengan kategori
BAIK=B, yaitu dengan angka antara 0,90 — 1,00. Namun demikian, bila dicermati
berdasarkan variabel-variabel penentu dalam beban kerja terdapat kecenderungan
adanya unit-unit kerja yang prestasi kerjanya belum menggambarkan fakta yang
sebenarnya. Hal itu diketahui dari pengamatan dan wawancara dengan responden
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing jabatan. Oleh karena itu,
alangkah baiknya apabila hal demikian ditinjau kembali dan tidak disimpulkan
begitu saja. mengingat cukup banyak hal signifikan yang kurang diperhatikan

dalam mencermati uraian tugas, satuan dan volume kerja, serta norma waktu.
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Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa penilaian analisis beban
kerja merupakan rangkaian yang berurutan (series), dimana data awal akan
menentukan hasil selanjutnya. Yang patut kita perhatikan kembali adalah
mengenai kejujuran dalam menetapkan norma waktu, kebenaran dalam
menetapkan volume kerja, dan kecermatan dalam melihat uraian tugas jabatan.

Perlunya peninjauan terhadap komponen-kompenen yang menyebabkan
relatif rendahnya beban kerja yang seharusnya seperti terindikasi pada unit-unit
kerja yang understaff. Kondisi demikian, sebagaimana terdapat pada unit lini
[seksi-seksi] yang pada hakekatnya, unit-unit kerja itu seyogyanya memiliki beban
kerja yang relatif rasional. Karena sebagai unit lini, mereka memiliki peran yang
penting dan strategis dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas. Sehingga
apabila unit-unit kerja tersebut memiliki beban kerja yang kurang rasional, maka
dapat dikatakan tugas pokok dan fungsi Dinas tidak tercapai secara efekiif.

wﬂm
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C. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
[Bappeluh PFK] merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi
Rawas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Pembentukan Lemtekda ini juga didasarkan atas amanat Undang-Undang
Mo. 16 Tahun 2006 tentang Sistern Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan'. Pembentukan kelembagaan yang pengaturannya secara spesifik oleh
suatu peraturan perundéng-undangan. mengindikasikan bahwa unit organisasi ini
memiliki peran penting dan strategis. Konsekuensinya adalah organisasi
pemerintah ini memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab yang besar [baca:
beban kerjal.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeluh PPK merujuk pada
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Dalam pasal 4 disebutkan, tugas Kantor
Ketahanan Pangan adalah "membantu Bupati dalam melaksanakan penyuluhan di
bidang pertanian, perikanan dan kehutanan”. Kemudian pada pasal 5 disebutkan,
fungsi yang harus diselenggarakan oleh Bappeluh PPK, adalah:

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan tingkat kabupaten;

b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan
metode penyuluhan;

c. pengkajian teknologi terapan dan mengupayakan kemudahan akses pelaku
utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya
lainnya;

d. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

! Pasal 8 ayat (2) huruf ¢, dan Pasal 13 ayat (2).

—_— e e e e e
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e. pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan,

ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

ey

pemfasilitasian proses pembelajaran penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

peningkatan kapasitas penyuluh;

T o

. pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Bappeluh PPK; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bappeluh PPK terdiri dari 1
(satu) unit organisasi yang berfungsi sebagai supporting unit (unsur staff), yaitu
Bagian Sekretariat dan 3 (tiga) unit organisasi yang melaksanakan fungsi lini
{operational unif), yaitu Bidang Perencanaan dan Monitoring, Bidang Sarana dan
Prasarana Penyuluhan dan Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, dengan
tiap-tiap dibantu oleh 2 (dua) unit kerja.

Adapun hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan pada satuan kerja
ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Analisis Beban Kerja dil Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

MNAMATABATAN JUMLAIT | TERHITUNGAN JUMEAT
; BEBAN IMT PEG. YANG
KER]A KEBLITUHAN ADA
JABATAN FEG
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1. Beban Kerja Jabatan Dan Unit Kerja Di Lingkungan Bappeluh PPK Kabupaten
Musi Rawas.

Beban kerja merupakan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu
jabatan/unit organisasi yang diperoleh dari hasil kali antara volume kerja dan
norma waktu. Besaran pekerjaan menunjukkan jumlah tugas-tugas dan target-
target yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh pemangku jabatan. Dengan kata
lain, sernakin banyak tugas berarti semakin berat tanggung jawab pekerjaan [baca:
beban kerja]. Hal ini juga menunjukkan tugas berpengaruh terhadap besaran
pekerjaan sehingga penyusunan rumusan tugas harus jelas dan terukur. Rumusan
tugas yang jelas dan terukur dapat menjadi pedoman bekerja bagi pemangku
jabatan [pelaksana tugas] maupun kepentingan penilaian prestasi kerja.

Variabel utama yang menentukan beban kerja adalah volume kerja dan
norma waktu. Volume kerja merupakan besaran output yang harus dicapai oleh
pemangku jabatan dalam kurun waktu 1 tahun. Sesuai dengan karakteristik
tugas/pekerjaan yang dilakukan, maka volume kerja dari setiap unit organisasi
cenderung berbeda sesuai dengan satuan dari volume kerja tersebut. Secara umum,
satuan volume kerja adalah dokumen dan kegiatan. Adapun dalam penetapan
norma waktu, dipengaruhi oleh faktor kompleksitas tugas, SDM dan teknologi
yang digunakan. Faktor SDM yang dimaksud, dilihat dari aspek kuantitas (jumlah
pegawai yang proporsional) dan kualitas (tingkat kompetensi yang dimiliki para
pemangku jabatan), sedangkan faktor Teknologi bukan hanya instrumen yang
berkaitan dengan sistem yang berbasis teknologi komputer melainkan termasuk
mekanisme dan prosedur kerja (SOP) yang digunakan untuk penyelesaian
tugas/kegiatan.

Basis analisis beban kerja berada pada unit organisasi, yang pada dasarnya
merupakan akumulasi dan representasi dari pelaksanaan tugas unit kerja [sub
bagian dan sub bidang]. Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh
mengenai beban kerja di lingkungan Bappeluh PPK, selanjutnya akan dideskripsi
beban kerja di tiap-tiap unit organisasi.

Sekretariat memiliki beban kerja sekitar 9724 jam/tahun yang merupakan
akumulasi dari tiap-tiap beban kerja Sub Bagian. Karakteristik tugas/kerja di unit ini

cenderung bersifat rutin dengan kegiatan pelayanan internal, sesuai dengan
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fungsinya yang menjalankan peran sebagai middle line [Sekretaris] dan supporting
staff [para Ka. Sub Bagian]. Adapun beban kerja dari tiap-tiap 5ub Bagian dapat
dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.7
Beban Kerja Jabatan/Unit Sekretariat BAPPELUH PPK
Kabupaten Musi Rawas
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Dari ketiga unit kerja di unit Sekretariat, beban kerja Sub Bag. Keuangan
relatif lebih besar (4638 jam/tahun) dibandingkan dengan Sub Bag. Umum dan
Kepegawaian (3285 jam/tahun) dan Sub Bag. Perlengkapan (1801 jam/tahun).
Besarnya beban kerja di Sub Bag. Keuangan cenderung dipengaruhi karakteristik
dan sifat dari tugas/kegiatan. Satuan volume kerja unit kerja ini berbentuk
dokumen dan bersifat rutin dengan tata aturan yang baku. Disamping itu, memiliki
karakteristik tugas yang membutuhkan waktu vyang relatif banyak (#ime
consumning), karena produk kerja (dokumen} memiliki pengaruh yang besar dan
sangat sensitif guna ketercapaian kinerja setiap unit kerja di lingkungan Bappeluh
PPK.

Beban kerja pada Sub Bag. Perlengkapan adalah unit yang perlu
mendapat pencermatan dan perlu dikaji lebih jauh. Hal ini dilihat dari relatif
rendahnya beban kerja dalam jabatan di unit kerja ini yang hanya sekitar 1801

jam/tahun. Beban kerja itu, mengindikasikan unit kerja ini tidak banyak melakukan
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aktivitas dalam melaksanakan sejumlah tugas yang seharusnya menjadi tanggung
jawabnya,

Penyelenggaraan fungsi utama Bappeluh PPK yang sebenarnya berada
pada ketiga Bidang. Bidang, merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi
operaling core dalam suatu organisasi. Adapun beban kerja pada tiap-tiap unit
organisasi adalah sebagal berikut:

Crafik 4.8
Beban Kerja Pada Unit-Unit Organisasi Lini di Lingkungan Sekretariat BAPPELUH PPK
Kabupaten Musi Rawas

Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Bidang Sarana dan Prasarana
Penyuluhan

Bidang Perencanaan dan Monitoring

0 2000 4000 6000 BOCO

Berdasarkan grafik tersebut, beban kerja terbesar dimiliki Bidang Sarana
dan Prasarana Penyuluhan yaitu sekitar 7103 jam/tahun, dan beban kerja terendah
berada pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu sekitar 3837
jam/tahun. Tinggi dan rendah beban kerja unit organisasi [baca: Bidang]
merupakan cerminan dari kinerja unit kerjanya [sub bidang].

Mencermati fenomena beban kerja di Bidang Pengembangan SDM,
disebabkan karena relatif rendahnya beban kerja Sub Bidang Ketenagaan dan Sub
Bidang Kelembagaan, dibandingkan dengan unit kerja-unit kerja di unit organisasi
lini, seperti tampak pada ilustrasi berikut:
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Grafik 4.9
Beban Kerja Pada Unit-Unit Organisasi Lini di Lingkungan Sekretariat BAPPELUH PPK
Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan hal tersebut, patut diduga dengan beban kerja saat ini yang
terbilang “rendah”, penyusunan rumusan tugas pada unit kerja yang melaksanakan
fungsi lini, cenderung belum terumuskan dengan baik. Hal itu dapat berakibat
pada kurang difahaminya tugas oleh para pemangku jabatan sehingga tidak dapat
mengoperasionalisasika penjabaran tugas yang terdapat dalam Perbup menjadi
rincian tugas/kegiatan. Dampak lanjutannya dalam konteks beban kerja, para
pemangku jabatan tidak dapat secara optimal memberikan data/informasi
mengenai volume kerja dan norma waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas-tugas mereka.

Sebagaimana Sub Bidang Ketenagaan memiliki beban kerja terendah
dibandingkan unit kerja lainnya, yaitu sekitar 1761 jam/tahun. Walaupun dalam

jabatan ini menyerap waktu kerja penuh [sebagai kriteria suatu jabatar?], namun

. Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan Di Lingkunagn
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
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kurang rasional [baca:efisien] bagi suatu unit kerja dengan memiliki beban kerja

"sebesar” itu, begitupun halnya dengan 5ub Bidang Kelembagaan.

2. Kebutuhan Pegawai dalam Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan BAPPELUH
PPK Kabupaten Musi Rawas.

Kebutuhan pegawai merupakan implikasi dari beban kerja. Kebutuhan
pegawai akan muncul dari berapa besar beban kerja sebagai wujud dari
penyelenggaraan tugas-tugas dalam suatu jabatan dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien. Dengan kata lain, Jika beban kerja sama dengan jumlah pegawai,
maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, begitupun sebaliknya.
Dan jika tercapai efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, maka akan berkorelasi
terhadap prestasi jabatan dan /atau prestasi unit.

Berdasarkan nilai beban kerja yang didapat dari setiap unit kerja di
lingkungan BAPPELUH PPK menunjukkan unit organisasi Sekretariat dan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami kelebihan pegawai [over sfaff,
sedangkan 2 (dua) unit organisasi lainnya mengalami kekurangan pegawai
[understaff. Kondisi antara ketersediaan [existing condition] pegawal dengan
kebutuhan [needs] pegawai di lingkungan BAPPELUH PPK dapat dilihat pada

grambar dibawah ini:

Crafik 4,10
Perbandingan antara Kebutuhan (needl) dan Ketersediaan
(existing) Pegawai di BAPPELUH PPK

WEXISTING mNEEDS

Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Bidang Sarana dan Prasarana
Penyuluhan

Bidang Perencanaan dan
Monitoring

Sekretariat

————————
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Adapun secara rinci, keadaan overstaff dan wnderstaff di tiap-tiap unit
organisasi sebagaimana terlihat pada grafik 4.10 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dengan beban kerja 9.724 jam/tahun, terdapat 2 unit kerja yang
mengalami overstaff, dan 1 unit kerja yang sudah sesuai antara kebutuhan dan
ketersediaan pegawainya, yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan beban kerja 3.285 jam/tahun,
kebutuhan pegawainya sudah terpenuhi [sesuai] dengan jumlah pegawai
yang ada;

b. Sub Bagian Keuangan dengan jumlah beban kerja 4.638 jam/tahun),
mengalami overstaffsebanyak 2 orang dari; dan

¢. Sub Bagian Perlengkapan (1801 jam/tahun), mengalami overstaff sebanyak 1

orang.

2. Bidang Perencanaan dan Monitoring, mengalami understaff dengan beban
kerja sekitar 7.029 jam/tahun. Tiap-tiap unit kerja. yaitu Sub Bidang
Penyusunan Program dan Programa [3.529 jam/tahun] dan Sub Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan [3.500 jam/tahun] membutuhkan
tambahan 2 (dua) orang pegawai;

3. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dengan beban kerja 7.103 jam/tahun
membutuhkan pegawal sebanyak 3 orang untuk ditempatkan pada unit
kerjanya dengan sebaran pegawai sebagai berikut:

a. Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan dengan beban kerja 3.432
jam/tahun, membutuhkan 2 orang tambahan pegawai; dan

b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi kekurangan 1 orang pegawai untuk
melaksanakan beban kerja sekitar 3.671 jam/tahun.

4, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pegawai sebanyak 4
orang dan beban kerja 3.837 jam/tahun, hanya membutuhkan 3 orang

pegawai sehingga unit ini mengalami overstaff,

llustrasi dari kondisi kebutuhan dan ketersediaan pegawai berdasarkan
beban kerja pada setiap unit kerja di lingkungan BAPPELUH PPK dapat dilihat
pada gambar berikut:

e ——————
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Grafik 4.1
Rasio antara Kebutuhan (needs) dan Ketersediaan
(existing) Pegawal di Ungkungan BAPPELUH PPK

WEXISTING ®MNEEDS

g E g_‘ﬂ ;E A Sub Bidang Kelembagaan
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E E = E . ?:.-:_ g ., ; L:i;eridang Pengembangan...
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g E EE :i_.: w  5ub Bidang Monitoring, Evaluasi...
s 5 B § = Sub Bidang Penyusunan Program..

& Sub Bagian Perlengkapan

E = Sub Bagian Keuangan

; Sub Bagiqlnl_l.imum dan

Mencermati rasio antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai
sebagaimana ulasan di atas, terdapat unit kerja yang formasi dan /atau kebutuhan
pegawainya kurang rasional [baca: tidak wajar] yang disebabkan jumlah beban
kerja yang dimilikinya. Unit kerja yang dimaksud adalah:

1. Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat dan Sub Bidang Ketenagaan pada
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang hanya membutuhkan 1
(satu) orang pegawai; dan

2. Sub Bidang Kelembagaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
yang hanya membutuhkan 2 (dua) orang pegawai;

Berkaitan dengan fenomena kebutuhan pegawai di 5Sub Bagian
Perlengkapan dan Sub Bidang Ketenagaan yang hanya membutuhkan 1 orang
pegawai, maka kedua unit kerja “kurang layak™ sebagal organisasi karena tidak
memenuhi prinsip dasar sebagal organisasi.

Secara konsepsional, unsur utama dalam organisasi adalah adanya
manusia yang berjumlah 2 orang atau lebih. Oleh karena itu, suatu unit kerja layak

dikatakan sebagai organisasi, jika terdapat atau membutuhkan pegawai minimal 2

e e
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orang. Disamping itu, dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan pekerjaaan berdasarkan peran manajerial dan non manajerial, maka
idealnya suatu unit kerja [organisasi] terdiri dari minimal 3 orang pegawai, dengan
1 orang berperan manajerial [pejabat struktural] dan 2 orang non struktural
manajerial [fungsional umum/khusus].

Dengan pendekatan konsepsional tersebut pula, dapat menjelaskan
kurang rasionalnya [efisien dan efektif] unit kerja yang hanya diisi/terdapat 1 orang
pegawai, seperti unit kerja di lingkungan Bidang Perencanaan dan Monitoring,
dan Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan.

Pada dasarnya, asumsi yang digunakan dalam konsep beban kerja
berkaitan dengan pegawai, yang tidak hanya berhubungan dengan jumlah [aspek
kuantitas], tapi juga aspek kompetensi [kualitas].

Kompetensi dapat dilihat dari pengetahuan [knowledge], yaitu latar
belakang pendidikan, baik formal maupun informal; keterampilan [skills] yang
dapat dihubungkan dengan masa kerja pegawai; dan perilaku [atfitude] pegawai.

Kompetensi pegawai BAPPELUH PPK yang dilihat atas tingkat
pendidikan, menunjukkan kecenderungan yang memadai dengan prosentase
terbesar, yaitu 59% berlatar pendidikan sarjana [D3. 51 dan §2], 22%
berpendidikan SLTA/sederajat dan hanya 19% berpendidikan di bawah SLTA.
Rata-rata lama masa kerja seluruh pegawai di badan ini adalah 17 tahun,

walaupun ada pegawai dengan masa kerja 30 tahun dan 2 tahun.

3. Efisiensi Jabatan (E)), Prestasi Kerja Jabatan (PJ), Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi
Kerja Unit (PU) di lingkungan BAPPELUH PPK Kabupaten Musi Rawas.

Beban kerja dan ketersediaan pegawai dalam suatu unit kerja akan
berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Jabatan dan Unit [EJ/EU] yang
pada akhirnya bermuara pada Prestasi Kerja Jabatan dan Unit [PJ/PU]. Dengan
kata lain, Efisiensi jabatan dan efisiensi unit merupakan hasil akhir atau akumulasi
dari data sebelumnya, yang mencerminkan Prestasi Kerja Jabatan dan Unit.

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.3, prestasi kerja jabatan/unit pada
satuan kerja BAPPELUH PPK menunjukkan kecenderungan yang masuk kategori

“cukup”, dengan nilai 0,89. Prestasi satuan kerja tersebut merupakan akumulasi

#
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dari prestasi kerja jabatan dan/atau unit organisasi di lingkungan BAPPELUH PPK.
Prestasi kerja terbaik dicapai oleh 2 (dua) unit organisasi, yaitu Bidang
Perencanaan dan Monitoring, Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, dan Sub
Bag Perlengkapan pada unit Sekretariat.

Prestasi yang dicapai oleh kedua unit organisasi tersebut adalah harapan
dari setiap unit organisasi. Namun demikian, prestasi kerja itu cenderung bukaniah
keadaan yang sebenamya. Hal itu berdasarkan pada telaahan terhadap beban
kerja dan formasi kepegawaian unit tersebut yang cenderung “tidak sebanding”,
bahwa beban kerja yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang
tersedia.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Menitoring
dengan beban kerja sekitar 7.029 jam/tahun membutuhkan 6 orang pegawai,
namun beban kerja tersebut hanya dilakukan oleh 3 orang pegawai. Begitu juga
yang dialami Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, dan Sub Bag Perlengkapan
pada unit Sekretariat.

Dalam konteks analisis beban kerja, prestasi kerja terkait dengan
“kejujuran” dalam memberikan data dan informasi atas beban kerja yang terdiri
dari unsur volume kerja+norma waktu. Volume kerja berhubungan dengan
produk kerja yang tercerminkan didalam rumusan tugas-tugas jabatan. Adapun
norma waktu, dipengaruhi oleh format kepegawaian, baik dari aspek jumlah
maupun kompetensi pegawai. Disamping itu, norma waktu juga dipengaruhi oleh
peralatan kerja dan metode kerja.

Peralatan kerja yang minim atau kurang memadai, dan Metode kerja yang
belum diformalisasi sebagai suatu standar [standard operating procedures]
berpengaruh terhadap waktu vyang dibutuhkan [time consume] dalam
penyelesaian tugas sehingga akan berimplikasi terhadap meningkatnya beban kerja

yang disebabkan unsur norma waktu yang tinggi.

_—Pm—m,e,e,,————— e
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D. Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Momaor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Pembentukan unit organisasi ini juga didasarkan atas amanat Undang-
Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68
Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Merujuk kepada kedua kebijakan
tersebut, diindikasikan bahwa unit organisasi ini memiliki peran penting dan
strategis. Oleh karenanya, hal itu dapat berdampak pada ruang lingkup dan
tanggung jawab yang besar.

Pedoman dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas di lingkungan Kantor
Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas, Dalam pasal 4 disebutkan, tugas Kantor Ketahanan
Pangan adalah "membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang ketahanan pangan.” dengan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang ketahanan pangan;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang
ketahanan pangan;

c. pelaksanaan pembinaan terhadap urusan ketahanan pangan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
ketahanan pangan;

e. mengelola urusan ketatausahaan kantor ketahanan pangan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam pembangunan
ketahanan pangan: dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Kepala Kantor dibantu 4 unit
kerja (eselon V), yang terdiri dari 1 unit kerja yang berfungsi sebagai supporting
unit (unsur staff) dan 3 unit kerja berperan sebagai operational unit (unsur lini)

atau yang mengemban tugas dalam pelaksanaan bidang urusan ketahanan pangan.

T e
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Adapun hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan pada satuan kerja
ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Beban Kerja di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Musl Rawas

| Ka KANTOR _
Sumber:; Data diclah, 2009
*: Hasil Pembulatan per unit kerja (Sub Bag./Seksi)
**: Jumlah ditambah (+) 1, yaitu Kepala Kantor

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, prestasi jabatan dan prestasi unit organisasi

di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan menunjukkan prestasi yang sangat baik.
Untuk mengelaborasi lebih jauh fenomena capaian prestasi jabatan dan
unit kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan, telaahan selanjutnya akan
memberikan ulasan terkait dengan masing-masing komponen-kompenen

pembentuk prestasi jabatan dan /atau prestasi unit organisasi.

1. Beban Kerja Jabatan Dan Unit Kerja Di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas.

Beban kerja merupakan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu

jabatan/unit organisasi yang diperoleh dari hasil kali antara volume kerja dan

norma waktu, Besaran pekerjaan menunjukkan jumlah tugas-tugas dan target-
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target yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh pemangku jabatan. Dengan kata
lain, semakin banyak tugas berarti semakin berat tanggung jawab pekerjaan [baca:
beban kerja]. Hal ini juga menunjukkan tugas berpengaruh terhadap besaran
pekerjaan sehingga penyusunan rumusan tugas harus jelas dan terukur. Rumusan
tugas yang jelas dan terukur dapat menjadi pedoman bekerja bagi pemangku
jabatan [pelaksana tugas] maupun kepentingan penilaian prestasi kerja.

Volume kerja merujuk pada banyaknya [frekuensi] hasil dari produk
[ouipuf] setiap tugas, sedangkan norma waktu menunjukkan waktu vyang
dibutuhkan dalam penyelesaian tugas sehingga menghasilkan oufput.

Kantor Ketahanan Pangan memiliki Beban kerja sekira berada pada
rentang 15287 jam/tahun. Beban kerja tersebut merupakan akumulasi dari beban
kerja pada setiap unit kerja. Adapun gambaran beban kerja Kantor Ketahanan

Pangan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Crafik 4.12
Beban Kerja Jabatan/Unit Kerja Pada Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 259
Seksi Distribusi dan Harga Pangan 275
Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan
Pangan
SubBagian Tata Usaha 911
1000 =
2000
3000 4000 ¢y

Berdasarkan besaran [nilai] beban kerja di lingkungan Kantor Ketahanan
Pangan di atas, memperlihatkan beban kerja terendah berada pada Seksi
Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan yaitu sekira 2842 jam/tahun, sedangkan
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tertinggi berada pada unit Sub Bagian Tata Usaha dengan beban kerja sekira 4911

jam/tahun.

Mencermati kondisi tersebut, menunjukkan kecenderungan beban kerja
yang relatif rendah dibandingkan dengan tanggung jawab urusan pemerintahan
yang harus diselenggarakannya. Mengingat pelaksanaan urusan ini diamanatkan
oleh level kebijakan yang bersifat kenegaraan, yaitu Undang-undang dan
Peraturan Pemerintah. Pengaturan yang dilakukan melalui kebijakan setingkat UU
dan PP, mengindikasikan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan
yang memiliki tingkat kepentingan yang penting dan strategis' serta berskala
nasional. Oleh karenanya, dengan beban kerja sebesar itu mengindikasikan
ketidaksesuaian antara luasnya ruang lingkup tanggung jawab dengan pelaksanaan
tugas. Dengan kata lain, beban kerja tersebut lebih kecil dibandingkan luasnya
tanggung jawab tugas.

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan
cleh Kantor Ketahanan Pangan, urusan ini merupakan urusan lintas sektor? yang
penanganannya dilakukan cleh berbagai satuan kerja vyang terkait dengan
penyediaan kebutuhan fisik [baca: Pangan] masyarakat. Hal ini dapat kita cermati
dari ruang lingkup/batasan mengenai ketahanan pangan dan pangan, sebagaimana
termuat dalam PP No. 68 Tahun 2002, pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkau.

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun tidak diclah yang diperuntukan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Oleh karenanya, penyelenggaraan fungsi dan tugas dalam urusan
ketahanan pangan oleh Kantor Ketahanan Pangan, [dalam lingkup internal

Pemerintah Daerah], akan bersinggungan dengan berbagai SKPD. Adapun SKPD

! Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

? Pasal 2 ayat 3, PP No. 68 Tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam hal penyediaan pangan
ditangani oleh beberapa Menteri vang ber-langgung jawab di bidang pertanian, kelautan dan
perikanan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, koperasi, permukiman dan
prasarana wilayah, pemerintahan dalam negeri, kevangan, dan riset dan teknologi, sesuai tugas dan
kewenangan-nya masing-masing,
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yang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas dimaksud, antara lain
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa.

Mengingat kemungkinan adanya kesamaan oufpul/oufcomes, maka dalam
penyusunan rumusan tugas di Kantor Ketahanan Pangan perlu dilakukan kajian
secara mendalam, sehingga dapat meminimalisir overlapping dalam
penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas antar SKPD,

Berdasarkan hal tersebut, patut diduga dengan beban kerja saat ini yang
terbilang “rendah”, penyusunan rumusan tugas pada unit kerja yang melaksanakan
fungsi lini, cenderung belum terumuskan dengan baik. Hal itu dapat berakibat
pada kurang difahaminya tugas oleh para pemangku jabatan sehingga tidak dapat
mengoperasionalisasikan penjabaran tugas yang terdapat dalam Perbup menjadi
rincian tugas/kegiatan. Dampak lanjutannya dalam konteks beban kerja, para
pemangku jabatan tidak dapat secara optimal memberikan data/informasi
mengenai volume kerja dan norma waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas-tugas mereka.

Sebagaimana Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan yang memiliki
beban kerja terendah dibandingkan unit kerja lainnya, yaitu sekira 2842
Jam/tahun, Walaupun dalam Jabatan ini menyerap waktu kerja penuh [sebagai
kriteria suatu fabatar®], namun kurang rasicnal [baca:efisien] bagi suatu unit kerja

dengan memiliki beban kerja “sebesar” itu.

2, Kebutuhan Pegawal dalam Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
Kebutuhan pegawai merupakan implikasi dari beban kerja. Bahwa,
kebutuhan pegawai akan muncul dari berapa besar beban kerja sebagai wujud dari
penyelenggaraan tugas-tugas dalam suatu jabatan dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien. Dengan kata lain, jika beban kerja sama dengan jumlah pegawal,

i Lampiran Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/61/M.PAN/B/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis [abatan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis |abatan Di Lingkunagn
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
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maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, begitupun sebaliknya.
Dan jika tercapai efektivitas dan efisiensi jabatan/unit, maka akan berkorelasi
terhadap prestasi jabatan dan /atau prestasi unit.

Berdasarkan nilai beban kerja yang didapat dari setiap unit kerja di
lingkungan Kantor Ketahanan Pangan menunjukkan kecenderungan kurang,
Terdapat 1 unit kerja yang jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya,
yaitu Sub Bagian Tata Usaha yang hanya membutuhkan 4 orang pemangku
jabatan. Adapun unit kerja yang mengalami kekurangan pegawai adalah sebagai
berikut::

1. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan kekurangan 1 orang pegawai;
2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan kekurangan 1 orang pegawai; dan
3. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi kekurangan 2 orang pegawai:

HNustrasi dari kondisi kebutuhan dan ketersediaan pegawai berdasarkan
beban kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar
berikut:

Grafik 4.13
Perbandingan antara Kebutuhan (need's) dan Ketersediaan (exinting) Pegawal di Kantor
Ketahanan Pangan

mEXISTING mNEEDS

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan
Pangan

Sub Bagian Tata Usaha
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Mencermati grafik 4.12 tersebut, unit kerja yang berfungsi sebagai
pelaksana utama [unsur lini] di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan hanya
dilakukan oleh 1 orang yang juga menduduki jabatan struktural, seperti pada unit
kerja Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan, dan Seksi Kewaspadaan Pangan
dan Gizi. Adapun Seksi Distribusi dan Harga Pangan hanya dilakukan oleh 2 orang
pemangku jabatan.

Melihat kondisi Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan, dan Seksi
Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang pelaksanaan tugas hanya didukung oleh 1
orang pegawai, maka pada dasarnya kedua unit kerja tersebut tidak rasional
dijadikan sebagai unit kerja [organisasi]. Secara konsepsional, suatu organisasi
terdiri dari 2 atau lebih unsur manusia, Oleh karena itu, suatu unit kerja minimal
membutuhkan 2 orang pegawai, dimana idealnya minimal suatu unit kerja terdiri
dari 3 orang pegawai, dengan pembagian peran 1 orang berperan sebagai pejabat
struktural dan 2 orang pejabat non struktural [fungsional umum/khusus].

Adapun kondisi kepegawaian dari aspek kualitas juga mengindikasikan
kecenderungan penetapan formasi pegawai yang kurang baik. Gambaran
komposisi pegawai pada setiap unit kerja di Kantor Ketahanan Pangan tersebut

dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.14
Pegawai MNegeri Sipil di Unit Kerja Kantor Ketahanan Pengan
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Seksi Kewaspadaan Pangan dan
Gizi

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

SeksiKetersediaan dan
Kelembagaan Pangan

SubBagian Tata Usaha
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Melihat Grafik 4.14 tersebut dapat diketahui, komposisi pegawai dengan
persentase terbesar berpendidikan SMA atau yang sederajat dengan sekira 75 %
[dari 8 orang]®. Karakteristik pegawai dengan komposisi kompetensi tersebut
kurang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Adalah suatu
tesis, dimana knowledge competence berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu
pekerjaan, sehingga suatu pekerjaan mempersyaratkan Latar Belakang pendidikan.
Disarmping hal kompetensi, usia pegawai di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan
juga dapat menjadi persoalan, dimana pegawai yang “termuda™ berusia 44 tahun
dan yang paling “senior” 54 tahun. Dengan rata-rata pegawai berusia 48 tahun,
adalah agak sulit untuk mengharapkan organisasi yang dinamis dalam
menyelenggarakan tugas-tugas pekerjaan,

Grafik 4.15
Pegawai Negeri Sipil Kantor Ketahanan Pengan
Berdasarkan Usia

3
|
|
|

Berdasarkan fenomena yang ada, terkait dengan formasi pegawai dan
beban kerja, maka perlu dipertimbangkan untuk menata kembali formasi pegawai.
Penataan pegawal ini dirasakan penting dan krusial, agar dapat mendukung

pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

¥ Jumlah itu sudah termasuk Kepala Kantor

L ]
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3. Efisiensi Jabatan (EJ), Prestasi Kerja Jabatan (PJ), Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi
Kerja Unit (PU) di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas.

Beban kerja dan ketersediaan pegawai dalam suatu unit kerja akan
berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Jabatan dan Unit [EJ/EU] yang
pada akhirnya bermuara pada Prestasi Kerja Jabatan dan Unit [PJ/PU]. Dengan
kata lain, Efisiensi jabatan dan efisiensi unit merupakan hasil akhir atau akumulasi
dari data sebelumnya, yang mencerminkan Prestasi Kerja Jabatan dan Unit.

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.4, prestasi kerja jabatan/unit di
lingkungan Kantor Ketahanan Pangan menunjukkan kecenderungan yang sangat
baik, dengan interval nilai 0.94 — 2,51 yang masuk dalam kategori "baik” dan
“sangat baik”.

Keadaan tersebut, memang yang diharapkan oleh setiap unit kerja/
organisasi dengan mencapai prestasi kerja yang terbaik, namun hal ini perlu
pencermatan dengan seksama. Dalam konteks beban kerja, prestasi kerja terkait
dengan “kejujuran™ dalarn memberikan data dan informasi atas beban kerja yang
terdiri dari unsur volume kerja+norma waktu.

Disamping itu, juga sangat dipengaruhi dengan ketersediaan pemangku
jabatan [pegawail. Yang perlu diperhatikan pada aspek permangku jabatan ini,
adalah tidak hanya bertumpu pada jumlah tetapi juga kualitas, yaitu kompetensi,
khususnya pada unsur pengetahuan [knowledge] dan keterampilan [skills]. Karena
asumsi dasar digunakan dalam beban kerja adalah pegawai yang tepat jumlah dan
tepat kualitas.

Faktor-faktor lain yang juga perlu diperhatikan mempengaruhi beban
kerja suatu unit organisasi, seperti dukungan peralatan kerja dan metode kerja.

Peralatan kerja yang minim dan kurang memadai dapat mengakibatkan
bertambahnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas sehingga akan
berimplikasi terhadap meningkatnya beban kerja yang disebabkan unsur norma
waktu yang tinggi. Begitupun halnya dengan metode kerja. Metode kerja yang
belum diformalisasi sebagai suatu standar [sfandard operating procedures] dapat
menyebabkan penyelesaian tugas berlarut-larut [#time consumel.

—————————————— e —
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini memfokuskan pada analisis beban kerja organisasi perangkat
daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan batasan lokus pada
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan [Bappeluh PPK], Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura, dan Kantor Ketahanan Pangan. Kesimpulan analisis
beban kerja masing-masing SKPD mencakup beberapa hal berikut:

e Implementasi beban kerja unit kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas.

 Tingkat kesesuaian kebutuhan pegawai dalam penyelesaian pekerjaan di jajaran
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

» Efisiensi dan Prestasi kerja unit kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diclah dapat diketahui
bahwa uraian tugas jabatan dalam unit kerja di jajaran Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah menunjukkan kurang memadai dan/atau kurang
komprehensif. Secara khusus, kondisi tersebut terdapat pada Sub Bagian Sarana
Perekonomian dan Sub Bagian Permodalan dan Perbankan sehingga kontribusinya
terhadap unit organisasi kurang memadai. Sehubungan dengan hal itu dipandang
penting untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Musi Rawas. Hal ini perlu dan penting untuk meningkatkan kinerja jabatan-

jabatan atau unit organisasi di lingkungan satuan kerja ini atau bahkan SKPD-SKPD

_— e ———
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yang terkait yang dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah,

Beban kerja unit organisasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah berada pada rentang 764 - 7580 jam/tahun.
Terjadi gap beban kerja yang relatif besar antar unit kerja di suatu unit organisasi.
Disamping itu ada kecenderungan, sebenarnya terdapat unit kerja yang berpotensi
memiliki beban kerja jauh lebih besar dibandingkan beban kerja mereka saat ini.

Beban kerja masing-masing jabatan dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Beban Kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah

UNIT SATUAN KERJA : BEBAN KERJA

| Baglan Ekonoml -
s Sub Baglan Prnduhl D‘aerah

| = Sub Bagian fﬂfﬂﬂﬂ Perékonomlan i : _:5'153 J
» 5ub Bagian Permodalan dan Perbankan 764 |
- Bagian Pembangunan i 19626
:r + Sub Eagfan Penyusunan ngram _ . 5718
|+ SubBsgianPengendaan 68
= 5Sub Baglan Evaluasi dan Pelaporan 7580
. JUMLAH s 23577

Sumber: Data diolah, 2009

Tabel 5.1. menunjukkan terdapat beban unit kerja di lingkungan Bagian
Ekonomi yang tidak wajar sehingga dapat dikatakan rendah (underfoad).
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kecenderungan permasalahan
mendasar rendahnya beban kerja disebabkan oleh uraian tugas jabatan yang tidak
komprehensif dan terpadu. Selain itu, volume kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas
jabatan belum ditetapkan secara tepat, dan norma waktu yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan tugas-tugas jabatan kurang diperhitungkan secara memadai.

Perhitungan norma waktu yang demikian bisa dimaklumi karena belum
terdapat mekanisme atau prosedur dan waktu yang dibakukan atau distandarkan
dalam pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan hal itu, terdapatnya Standard
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CUperating Procedures (SOP) pada semua level jabatan sangatlah diperlukan dalam
rangka mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagaimana beban kerja, kebutuhan pegawai masing-masing jabatan dan
unit kerja juga bervariasi. Kebutuhan pegawai masing-masing jabatan dan unit
kerja dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Perhitungan kebutuhan pegawai ditentukan dari jumlah beban kerja
masing-masing jabatan dan/atau unit kerja. Jumlah beban kerja dari unit crganisasi
adalah akumulasi dari jumlah beban kerja jabatan eselon IV (unit kerja). Demikian
juga jumlah beban kerja satuan kerja merupakan akumnulasi beban kerja unit-unit
organisasi. Adapun kebutuhan pegawai pada level unit organisasi akan
ditambahkan 1 orang pegawai, yaitu kepala unit organisasi. Demikian pula untuk
kebutuhan pegawai pada level satuan kerja, akan ditambahkan 1 orang pegawai,

yaitu kepala satuan kerja.

Tabel 5.2
Kebutuhan Jumlah Pegawai Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah

{Egian Ekonoml ol
+ Sub Bagian Produksi Daerah ——— - £ '::: +d:
$iib Bagian Sarsna Perckonomian. bl e
* Sub Bagian Penl'ncrda'lan dan Perbankan ) : 1
: e B T 5 7 18
. Sub Bagian Penwsunan Program 1 _? 5
 Sub Baglan Pengendalian Pt
» Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan . 6 8 : *e J

Sumber: Data diolah, 2009
Ket: M[needd: Kebutuhan Pegawai; nilai merupakan hasil pembulatan per unit kerja
E[exirting]: Ketersediaan Pegawai, nifaf +1, Kepala unit organisasi (Ka. Bag.)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa unit organisasi di
lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan kelebihan pegawai sebanyak 26

orang. Dengan jumlah kelebihan pegawai sebanyak 26 orang, dari jumlah

e
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pegawai yang ada sebanyak 44 orang (tidak termasuk Asisten Ekonomi dan

Pembangunan), hal ini mengindikasikan inefisiensi SDM yang sangat tinggi. Opsi

yang dapat ditawarkan untuk mengurangi inefisiensi SDM seperti ini setidaknya

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. merumuskan kembali penjabaran tugas-tugas untuk jabatan/unit yang
terindikasi memiliki beban kerja rendah [underioad);

2. menyusun rincian tugas/kegiatan untuk setiap jabatan yang dapat dilakukan
melalui pelaksanaan Analisis Jabatan;

3. menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan beban kerja;

4. melaksanakan program pengembangan pegawai melalui rotasi dan/atau mutasi
serta peningkatan kompetensi pegawai melul diklat teknis.

Efisiensi dan Prestasi kerja dalam konteks analisis beban kerja adalah
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dalam
pelaksanaan tugas. Disebut semakin efisien apabila SDM yang ada seimbang
dengan beban kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan sebaliknya. Adapun
unit kerja semakin menunjukkan prestasi kerja yang baik apabila SDM yang ada
dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal dalam pelaksanaan tugas
jabatan. Adapun Efisiensi dan Prestasi Jabatan/Unit di lingkungan Asisten Ekonomi

dan Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3
Efisiensi dalam Penyelesaian Tugas dan Prestasi Jabatan & Unit di Lingkungan
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah

014 E (kurang)
] 0;29 E (kurang)
O E (kurang).

.. 0.08 {-kurang:ld
ﬂ.63 o D {sedang}

' Bagian Ekonoml

I
I
o
!
h
!
i

e Sub Bagian Produksl Daerah

Sub Bagian S‘arana F'Ereganumian

e _Sub Bagian Pemmdala.n dan Perbankan
| Baglan Pmnbangunnﬁ e

t_ Sub Bagmn Penyusunan Prngrarn

. Sub. Bagl‘an Peﬁgﬁﬁtialian ;

» Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sumber: Data diolah, 2008

e

0.73 i {cukup]

I ————————————————————————
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Melihat efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan prestasi kerja unit kerja di
lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana Table 5.3 secara
umum dapat dikatakan belum memadai, meskipun ada jabatan yang menunjukkan

efisiensi dan prestasi kerja yang cukup baik.

2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulura Kabupaten Musi Rawas

Penjabaran rumusan tugas jabatan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati
Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fokok Dan Fungsi
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas kiranya perlu
dikaji lebih lanjut. Hal ini didasarkan atas beban kerja dari beberapa unit kerja
yang relatif rendah dan berdampak pada rasionalitas formasi pegawai di unit
kerja.

Beban kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

berada pada rentang 2328 jam/tahun [beban kerja terendah] sampai dengan 8739

jam/tahun [beban kerja tertinggil. Beban kerja keseluruhan jabatan dapat dilihat
pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Jumlah Beban Kerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas
UNIT SATUAN KERJA - BEBAN KERJA

SEKRETARIAT ; : e e R S e
' = SubBag. Umum & K.epegawalan 8739
___® SubBag. Keuangan iy e ' 8437
[ s Sub Bag. Perlengkapan 5781
| BIDANG Produksi Tanaman Pangan s 12336

s Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknctngi 2980
%h ___Tanaman Pangan sl .Y T
| o Seksi Produksi Padi dan Palawija 3994
i e Seksi Sarana dan Prasarana Tamman Pangan 6362
5 mn@n Produksi Hortikultura 7 " 13049

e Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknolngf 4364
| Hortikultura

s Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Bual't-bﬂahan,

_ Sayuran, Obat-obatan dan Tanaman Hias
» Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura
BIDANG Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertania
» Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
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- Seks1 Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian it AT |

____________ » _Seksi Mutu Hasil dan Pengelolaan L'“&’_‘Eﬂﬁan , 2200 |
BIDANG Program D 998 |
_» Seksi Perencanaan dan Evaluasi 3909 ]

__ Seksi Statistik dan Informasi Pertanian .~ . 5127]

. * Seksi Pengawasan dan Pengendalian 2962 |

Perbedaan beban kerja secara umum dikarenakan oleh perbedaan
karakteristik pekerjaan --middie line dan/atau supporting unit, serta operating
core—- dan orientasi produk yang dihasilkan --internal dan eksternal. Tingginya
beban kerja pada middle line dan/atau supporting staff cenderung disebabkan oleh
pekerjaan rutin yang memakan waktu dan produk yang dihasilkan, dokumen-
dokumen, misalnya. Sedangkan tingginya beban kerja pada operaling core
dikarenakan oleh sifat pekerjaan yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat. Beberapa jabatan yang memiliki beban kerja relatif rendah disebabkan
belum sernua tugas-tugas jabatan dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber
daya.

Kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura sangat beragam. Kebutuhan pegawai masing-masing jabatan dan unit
kerja dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Kebutuhan Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kebupaten Musi Rawas

UNIT SATUAN KERIA

| __® 5ubBag. Urnum & Kepegawalan 7 P s
L * Sub Bag. Keunngﬂn i i R M
* Sub Bag. Perlengkapan . A S
BIDANG Produksi TanamanPangan =~ 9 U*  +2
» Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi 2 3 +1
Tanaman Panan
s Seksi Produksi Padi dan Palawija s o A
o Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Fangan 5 4 -1 :
 BIDANG Produlél Hortkulura 100 9% A0
| + Secksi Penerapan dan Pengembangan Teknologt 3 3 -
’ Hortikultura E
+ Seksi Pengembangan Produksi ij,an‘l‘an Buahe s 3 o |

 buahan, Sayuran, Obat-obatan dan Tanaman Hias
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. Seks[ Sarana dan Prasarana Hortikultura 4 3 '.g_,
 BIDANG Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 6 B
_* Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil B & 3 -l ]
= Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian R i
* Seksi Mutu Hasil dan Pengelclaan L:nglm_ngan e e S
BIDANG Program - L o B
S SEkfi...F?rE“fﬂ”ﬂﬂ“ d@!‘]._ﬁl’.ﬂ!l‘ﬂ’! L '
~_»_ Seksi Statistik dan Informasi Pertanian o S AP M
_» Seksi FEngawasan dan Pengendalian - -
i JUMLAH i DR, a |

Sumber Data 'di’-&iah zcn:na

Ket: N[needs: Kebutuhan Pegawal: nilai merupakan hasil pembuiatan per unit kerja
Elexisting]: Ketersediaan Pegawai, nilai +1, Kepala unit organisasi (Sekretaris/Ka. Bid)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui, bahwa di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura kelebihan pegawai sekira 3 orang. dimana
pegawai yang dibutuhkan sekira 52 orang sedangkan yang ada sebanyak 55 orang
(tidak termasuk Kepala Dinas). Namun demikian, yang perlu dicermati adalah
terdapat beberapa unit kerja yang kebutuhan pegawainya kurang rasional. Unit
kerja yang hanya membutuhkan atau yang memiliki 2 orang pegawai, walaupun
memenuhi syarat sebagai sebuah organisasi namun tidak memenuhi azas efisien
dan efektif. Karena, setiap unit kerja memerlukan alokasi dana untuk membiayai
operasional organisasi, dan itu menjadi beban tetap [fixed cosf] bagi suatu
organisasi [satuan kerja/OPD]. Begitupun halnya dengan unit kerja yang hanya
diisi oleh seorang pegawai seperti Seksi Perencanaan dan Evaluasi. Kondisi
demikian mengindikasikan bahwa pengisian jabatan atau bahkan jabatan yang
dibentuk, kurang memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas organisasional.
Mencermati kondisi demikian, jika data beban kerja tersebut dirasakan sesuai
dengan keadaan sebenarnya, alangkah lebih bijaksana apabila desain organisasi
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura direstrukturisasi dengan memperhatikan
ketersediaan SDM, serta mempertimbangkan capain kinerja yang dihasilkan oleh
jabatan-jabatan yang ada.
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Tabel 5.6
Efisiensi dalam Penyelesaian Tugas dan Prestasi Jabatan & Unit
di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

. UNIT SATUAN KERIA . EP/EU PI/PU
| SEKRETARIAT Gl i - e

* SubBag Umum & Kepegawaian 096 B
o _Subiy Keungan " " GRCTreL e T
. Sub Bag. Perlengkapan el A
' BIDANG Produksi Tanaman Pan_?g_nvm_;__l' e # Bas €
i » Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi 0.76 c
i___ ____Tanaman Pangan S
. Seksi Produksi Padi dan Palawi_ia S O C .=
Lo Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan i 1,22 A
" BIDANG Produksi Hortikultura ; e SHP A
¢ Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi 1,12 A
hves s mas mmacaas e Hurtrkurtura R P S ——
+ Seksi Pengembangan Produksi | Tanaman Buah- 112 A
buahan, Sayuran, Obat-obatan dan Tanaman |
Hias |
*  Seksi Sarana dan Prasarana Hc:rtli-:u[{gra g, _ 1.83 A J
| BIDANG Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 076 G
= _Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 0,76 <
= Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian EISERN o o
| Seksi Mutu Hasil dan Pengelolaan Lingkungan o5 B
| BIDANG Program 1,15 A
|__ - 3__ Seksi Perencanaan dan Evaluasi 3,01 A
| _ Seksi Statistik dan Informasi Pertanian 0,99 B
.= Seksi Pengawasan dan Pengendahan b e 1.14 A

Sumber: Data diolah, 2009

Beban kerja dan kebutuhan pegawal, berbanding lurus [berpengaruh
secara signifikan] terhadap tingkat efisiensi dan capaian prestasi kerja. Efisiensi akan
tinggi dan Prestasi kerja akan baik/sangat baik, jika beban kerja sesuai dengan
formasi pegawai, atau beban kerja melebihi kapasitas [jumlah] pemangku jabatan,
Dengan kata lain, dalam konteks analisis beban kerja, efisiensi dan prestasi kerja
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dalam
pelaksanaan tugas. Oleh karenanya, suatu jabatan atau unit kerja atau bahkan
satuan kerja dikatakan semakin efisien apabila SDM yang ada jumlahnya seimbang
dengan beban kerja yang ada dalam pelaksanaan tugas jabatan. Demikian juga
sebaliknya, semakin suatu jabatan atau unit kerja atau bahkan satuan kerja tidak

e e oo
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seimbang jumlah SDM dengan beban kerja tugas jabatan, maka jabatan atau unit
kerja atau bahkan satuan kerja tersebut semakin tidak efisien. Dalam pada itu,
prestasi kerja jabatan atau unit kerja atau bahkan satuan kerja akan semakin baik
[excellent/outstanding] apabila 5DM yang tersedia mampu memberikan kontribusi
yang semakin optimal dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Melihat efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan prestasi unit kerja di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, walaupun jika dirata-ratakan
masuk kedalam kategori Baik, namun terdapat indikasi bahwa kondisi tersebut

tidak sesual dengan kenyataannya.

3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Musi Rawas

Pembentukan Bappeluh PPK. fidak hanya bersandarkan kebijakan
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, namun juga atas "mandat”
Undang Mo. 16 Tahun 2006 tentang Sistemn Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, Hal tersebut, disamping menunjukkan peran strategis yang dapat
dilakukan namun juga mengandung tanggung jawab yang besar [beban kerja).

Beban kerja pada unit kerja di lingkungan Bappeluh PPK berada pada
interval menunjukkan variasi, dari beban kerja yang rendah (underfoad), tingkat
beban kerja yang sesuai, dan beban kerja yang berlebih (overload). Beban kerja
masing-masing jabatan dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Jumlah Beban Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
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UNIT SATUAN KERIA - | BEBAN KERJA

Sumber: Data diolah, 2009

Tabel 5.7. menunjukkan, beban kerja di lingkungan Bappeluh PPK berada
pada kisaran 1761 jam/tahun [terendah] sampai dengan 9724 jam/tahun
[tertinggil. Unit kerja yang beban kerjanya relatif rendah dibandingkan unit-unit
kerja lainnya cenderung disebabkan karena belum dirumuskannya uraian tugas
secara tegas, jelas dan terukur. Hal tersebut berakibat kesulitan dalam penetapan
volume kerja dan penetapan norma waktu sebagai komponen penentu beban
kerja.

Perhitungan norma waktu yang tidak berdasarkan standar yang
ditetapkan, pada umumnya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam
pelaksanaan tugas jabatan. Hal ini disebabkan belum terdapatnya mekanisme atau
prosedur dan waktu yang dibakukan atau distandarkan dalam pelaksanaan tugas.
Berkaitan dengan hal tersebut, standard operating procedures (SOP) yang
diberlakukan pada semua level jabatan merupakan sebuah pilihan yang patut
dipertimbangkan dengan serius.

Dari perspektif kebutuhan pegawai, masing-masing jabatan dan unit kerja
cukup variatif sesuai dengan nilai beban kerjanya, Kebutuhan pegawai masing-
masing jabatan dan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 5.8,

Perhitungan kebutuhan pegawai ditentukan dari jumlah beban kerja
masing-masing jabatan dan/atau unit kerja. Jumlah beban kerja unit kerja adalah
akumulasi dari jumlah beban kerja jabatan eselon IV, Demikian juga jumlah beban
kerja satuan kerja merupakan akumulasi beban kerja unit-unit kerja. Adapun
kebutuhan pegawai pada level unit kerja akan ditambahkan 1 crang pegawai,
yaitu kepala unit kerja. Demikian pula untuk kebutuhan pegawai pada level satuan
kerja, akan ditambahkan 1 orang pegawai, yaitu kepala satuan kerja.

e e ———————————
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Tabel 5.8
Kebutuhan Jumlah Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

UNIT SATUAN KERJA

* .2_

W“'"‘Eﬂ ot

Sumber: Data diolah, 2009
Ket: MN[needs]: Kebutuhan Pegawai; nilai merupakan hasil pembulatan per unit kerja

Elexisting]: Ketersediaan Pegawai, nifai +1, Kepala unit organisasi (Sekretariy/Ka. Bid)

Berdasarkan tabel 5.8 dapat diketahu bahwa Bappeluh PPK secara
akumnulatif tidak membutuhkan penambahan pegawai. Yang dibutuhkan dalam hal
ini adalah penempatan kembali pegawai pada jabatan yang kelebihan pegawai ke
unit lain atau jabatan yang membutuhkan pegawai. Hal ini perlu dilakukan dalam
upaya meningkatkan kinerja jabatan-jabatan yang tersebar di lingkungan Bappeluh
PPE.

Efisiensi dan Prestasi kerja dalam konteks analisis beban kerja adalah
berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dalam
pelaksanaan tugas. Disebut semakin efisien apabila 5SDM yang ada jumlahnya
seimbang dengan beban kerja yang ada dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan
sebaliknya. Adapun unit kerja semakin menunjukkan prestasi kerja yang baik
apabila SDM yang ada dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal dalam
pelaksanaan tugas jabatan. Efisiensi dan Prestasi kerja di lingkungan Bappeluh PPK
dapat dilihat pada Table 5.9.

e ——
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Tabel 5.9
Efisiensi dalam Penyelesaian Tugas dan Prestasi Jabatan & Unit
di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Musi Rawas

UNIT SATUAN KERJA F.I fPU
e

Sumber: Data diolah, 2009

Melihat efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan prestasi kerja unit kerja di
lingkungan Bappeluh PPK sebagaimana Table 5.9 secara umum dapat dikatakan
belum memadai, meskipun beberapa jabatan menunjukkan efisiensi dan prestasi

kerja yang sangat baik.

4. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas

Pembentukan Kantor Ketahanan Pangan tidak hanya bersandarkan
kebijakan Peraturan Daerah Mo. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, namun juga
didasarkan atas amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Merujuk
kepada kedua kebijakan tersebut, terindikasi bahwa unit organisasi ini memiliki
peran penting dan strategis. Oleh karenanya, hal itu dapat berdampak pada ruang
lingkup dan tanggung jawab yang besar.

Beban kerja di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan berada pada
rentang 2842 - 4911 jam/tahun. Beban kerja terendah berada pada Seksi
Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan yaitu sekira 2842 jam/tahun, sedangkan
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tertinggi berada pada unit Sub Bagian Tata Usaha dengan beban kerja sekira 4911
jam/tahun. Beban kerja masing-masing jabatan dan unit kerja dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 5.10
Beban Ketja I(antar Ketahanan Pangun

Mencermati Tabel 5.10, menunjukkan kecenderungan beban kerja yang
relatif rendah dibandingkan dengan tanggung jﬁwah urusan pemerintahan yang
harus diselenggarakannya. Mengingat pelaksanaan urusan ini diamanatkan oleh
level kebijakan yang negara, yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan yang dilakukan melalui kebijakan setingkat UU dan PP,
mengindikasikan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan yang
memiliki tingkat kepentingan yang penting dan strategis' serta berskala nasional.
Oleh karenanya, dengan beban kerja sebesar itu mengindikasikan ketidaksesuaian
antara luasnya ruang lingkup tanggung jawab dengan pelaksanaan tugas. Dengan
kata lain, beban kerja tersebut lebih kecil dibandingkan luasnya tanggung jawab
tugas.

' Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No, 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

e —————————————————————
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Kebutuhan pegawai di masing-masing unit kerja bervariatif, tergantung
dari besaran beban kerja . Kebutuhan pegawai masing-masing jabatan dan/atau
unit kerja Kantor Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Kebutuhan Pegawai Kantor Ketahanan Pangan

Sub Bagian Tata Usaha e

2 1 -1
Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan

3 2 -1
Seksi Distribusi dan Harga Pangan

3 1 -2

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
JUMLAH 12 o -3
Sumber: Data diolah, 2000

Ket: MN[needs]: Kebutuhan Pegawsai; pilaf merupakan basil pembulatan per unit kerja
E[existing]: Ketersediaan Pegawai, nifai +1, Kepala Kantor

Perhitungan kebutuhan pegawai ditentukan dari jumlah beban kerja
masing-masing jabatan dan/atau unit kerja. Jumlah beban kerja unit organisasi
[eselon lll/Kepala Kantor] merupakan akumulasi dari jumlah beban kerja jabatan
eselon |V [Sub Bag. dan Seksi-seksi].

Berdasarkan Tabel 5.11, kebutuhan pegawai Kantor Ketahanan Pangan
cenderung wajar, yaitu sesuai dengan beban kerja dari masing-masing unit kerja.
Namun kebutuhan pegawai pada Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
yang kurang wajar, yang diakibatkan relatif rendahnya beban kerja di Seksi ini.
Dengan kebutuhan pegawal yang hanya 2 orang, mengindikasikan bahwa unit
kerja ini kurang rasional untuk dijadikan sebuah organisasi [baca: unit kerja]
karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sehingga dapat berdampak pada
inefisiensi dan inefektivitas dalam pengorganisasian pada unit kerja ini.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kantor Ketahanan
Pangan perlu didukung sumber daya yang memadai, baik dukungan pegawal [
jumlah maupun kompetensi], pendanaan, dan teknologi. Teknologi dalam hal ini

tidak hanya berkaitan dengan peralatan kerja, melainkan termasuk metode kerja.

e
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Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan adalah penyusunan Standard
Operation Procedures (SOP) berkaitan dengan kinerja internal maupun eksternal
oleh Kantor Ketahanan Pangan. Penggunaan SOP akan memperlancar kinerja
pegawai, karena acuan yang sudah jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.
Peyusunan SOP ini menjadi suatu hal yang urgent apabila Bupati benar-benar
komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap
perangkat daerah termasuk Kantor Ketahanan Pangan, mengingat peranan
strategis yang dapat dikontribusikannya guna mendukung pencapaian ketahanan
pangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

B. REKOMENDASI

Pada bagian ini rekomendasi dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi
yang dipandang belum optimal dalam meningkatkan kinerja jabatan, unit kerja,
dan bahkan satuan kerja. Hasil analisis mengarahkan kepada hal mendasar yang
perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja kumulatif satuan kerja, yaitu
mengenai uraian tugas jabatan. Hal demikian sangat penting karena uraian tugas
belum disusun secara komprehensif dan terpadu sehingga benar-benar mampu

memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian kinerja jabatan, unit kerja, dan

satuan kerja.
1. Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah

Tabel 5.12
Rekomendasi Beban Kerja dan Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan di lingkungan
Asisten Ekonomi & Pembangunan
Sekretariat Daerah
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Berkaitan dengan kebutuhan pegawai sebagaimana tabel di 5.10, langkah

yang disarankan adalah dengan melakukan rotasi/mutasi antar unit kerja dengan
mempertimbangkan beban kerja dan kompetensi pegawai. Hal ini mencermati
kondisi pegawai, yang jika dilihat dari tingkat pendidikan relative rmemadai,
namun masih perlu peningkatan pengetahuan substansi tugas. Setelah penempatan
ulang dilakukan, hal yang penting untuk dilakukan adalah pengembangan pegawai
melalui diklat-diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing
jabatan. Hal demikian perlu dilakukan agar pegawai-pegawai yang ditempatkan
pada unit organisasi baru mampu memberikan kontribusi yang optimal.

Dengan jumlah beban kerja yang sesuai dengan jumlah pegawai
ditambah dengan kompetensi pegawai yang memadai tentunya diharapkan hal ini
mampu meningkatkan efisiensi dan prestasi kinerja dalam pelaksanaan tugas
jabatan, unit kerja, dan bahkan satuan kerja.

2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulura Kabupaten Musi Rawas

Tabel 5.13
Rekomendasi Beban Kerja dan Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan di lingkungan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikulura

e T
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Merujuk pada fungsi dan tugas yang seharusnya dilakukan oleh unit kerja,

maka sudah sewajarnya harus dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik dari
aspek kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kuantitas, untuk langkah awal bisa
dilakukan dengan rotasi/mutasi, perluasan kerja (job enlargement) atau

pengkayaan kerja (job enrichment). Namun mencermati komposisi pegawai yang
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ada, perlu segera mengajukan pengadaan pegawai guna efektivitas pelayanan

{wajib) kepada masyarakat,

3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Musi Rawas

Tabel 5.14
Rekomendasi Beban Kerja dan Jumlah Pegawal yang Dibutuhkan di lingkungan Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Berdasarkan tabel 5.14 maka dapat dipahami bahwa peningkatan
kapasitas SDM perlu ditingkatkan secara terus menerus. Hal demikian untuk
mengantisipasi tuntutan perubahan yang terus berubah, misalnya saja perubahan
pada rumusan uraian tugas. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui diklat-
diklat teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing jabatan. Hal
demikian perlu dilakukan agar pegawai-pegawai yang ditempatkan pada unit

organisasi baru mampu memberikan kontribusi yang optimal.
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Dengan jumlah beban kerja yang seharusnya tinggi tentu mutlak untuk
meningkatkan kapasitas pegawai secara memadai, sehingga pelaksanaan tugas
jabatan, unit kerja, dan bahkan satuan kerja dapat dijalankan secara optimal,

4. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas

Tabel 5.15
Rekomendasi Beban Kerja dan Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan di lingkungan Kantor
Ketahanan Pangan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kantor Ketahanan
Pangan dirasakan mendesak untuk menambah formasi pegawai secara
proporsional. Begitupun dukungan sumber daya - sumber daya lainnya, seperti
pendanaan, dan teknologi. Hal ini mengingat peranan strategis yang dapat
dikontribusikanny